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Abstraksi

EUIS ERICA NUZULYA, Hukum Perdata Bisnis, Fakulteisikum Universitas Brawijaya,
Desember 2010Pelaksanaan Pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 Tentaatp TCara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah dalam PembatasaydPesaian Kredit Macet Bank
Pemerintah Melalui PUPN/DJKN (Studi di Kantor Witdy X Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara GKN Il SurabayapPr. Sihabudin, SH. MH, Siti Hamidah, SH. MM.

Keberadaan pasal 1l PP No. 33 tahun 2006 beralpbatbatasan pengertian mengenai
piutang negara dan piutang perusahaan negara gahimgmbatasi pula pelaksanaan
penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN. Sebagaya memberikan keleluasaan
bagi Perusahaan Negara/Daerah (Bank Milik Peméjntdalam mengoptimalkan
pengelolaan dan pengurusan piutang yang bersamgliygandang perlu untuk membentuk
pasal Il PP No. 33 tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, ndeskripsikan, dan menganalisis
pelaksanaan pasal Il PP No0.33 Tahun 2006 terhadsmyefesaian kredit macet bank
pemerintah, faktor penghambat dan pendukung padNHRIKN dalam pelaksanakan pasal
Il PP No. 33 Tahun 2006, upaya apa saja yang d&akiPUPN/DJKN dalam mengatasi
hambatan dalam pelaksanaan pasal || PP No. 33 T2006

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Emgigagan pendekatan yuridis sosiologis
dengan lokasi penelitian di Kantor Wilayah X Diretet Jenderal Kekayaan Negara GKN Il
Surabaya. Penelitian ini juga menggunakan metodgymepulan data dengan wawancara
dan dokumentasi, serta dengan melakukan teknlisendatadeskriptif kualitatif

Pelaksanaan pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 diwujudleagan 2 hal yaitu (i) untuk kasus
baru setelah PP No. 33 Tahun 2006, akan ditangawiirs berdasarkan kebijakan keputusan
RUPS bank pemerintah sebagai piutang perusahaasrane@) untuk kasus lama yang
terlanjur masuk ke PUPN/DJKN akan tetap menggunakanan pada PP No. 14 Tahun 2005
dan UU No.49 Prp 1960 sebagai piutang negara.

Faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN melakaarfaP No. 33 Tahun 2006 dapat
berasal dari internal dan eksternal PUPN/DJKN yangliputi peraturan peraturan
hukumnya, keadaan objek jaminan, kebijakan, damasuok juga para pihak terkait dalam
kredit bermasalah dan macet.

Upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi laammya yang bertujuan untuk
menuntaskan kasumitstandingdengan masih mengusahakan upaya non litigasasitigan
non eksekusi/eksekusi, pemetaan terhadap kasud knedet, dan upaya akhir dengan
penghapusan piutang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai banyak fasilitas jasa yangvditean kepada para
nasabah dan masyarakat secara luas selaku konsgameDin antara banyaknya
pelayanan jasa perbankan, kredit adalah produk palngg sering dimanfaatkan serta
diminati oleh masyarakat sebagai faktor pendukusr@honomiannya. Kredit sering
dijadikan salah satu upaya bagi para pengusah& umémambah modal usahanya
dalam tujuan untuk memajukan dan membantu perekamonsahanya.

Kredit sendiri berasal dari kataredere” yang berarti kepercayaan sehingga
pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada deliiarus berdasarkan kepercayaan.
Kreditur yang memegang prinsip kehati-hatian, tigédan memberikan pinjaman
kepada debitur dengan begitu saja. Kreditur hareimasa percaya terlebih dulu untuk
dapat memberikan dananya kepada orang lain dalamastikan bahwa dana yang ia
keluarkan akan kembali. Kepercayaan ini diwujudkiatam bentuk jaminan yang
berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaknkreditur.

Kredit merupakan suatu tindakan peminjaman uangatepembayaran untuk
pengembalian yang dilakukan secara mengangsumpatgman sampai batas jumlah
tertentu yang diizinkan oleh bank atau lembaga kga lainnya. Pasal 1 butir 11
UU No.10 Tahun 1998 merumuskan bahwa pengertiaditkeslalah penyediaaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengarerdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank depigp@k lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah k@ngaktu tertentu dengan

pemberian bunga.



Kewajiban pelunasan utang tersebut timbul sebagéat dari adanya
perjanjian, yakni perjanjian utang-piutang (krediBerjanjian itu sendiri adalah
peristiwa hukum di mana terjadinya kesepakatanrardaa orang atau lebih untuk
menaati apa yang tercantum dalam perjanjian tetssbdangkan perjanjian kredit
yang merupakan perjanjian pokok (prinsipil) tergdtersifat riil, yang berarti bahwa
terlaksananya perjanjian kredit ditentukan olehypesthan uang pinjaman dari bank
kepada nasababh.

Peranan kredit sendiri dalam perekonomian masyarakialah sebagai
peningkat efisiensi produktifitas ekonomi masyatakaeningkatkan arus peredaran
lalu lintas ekonomi, menjadi alat stabilitas ekomanelalui kebijaksanaan ekspansi
dan kontraksi kredit, meningkatkan pendapatan nakinegara, dan meningkatkan
daya usaha masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan skfyubhga intermediasi
keuangan pada umumnya didirikan dengan kewenangark imenghimpun dana,
menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lairBgak inilah yang fungsinya
untuk menyediakan dana pemberian kredit bagi pasabahnya. Bank BUMN yakni
Bank milik Pemerintah atau yang sering disebut gabsalah satu jenis perusahaan
Negara adalahbadan usaha yang seluruh atau sebagian modalnydikidioieh
Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kredit bank pemerintah hampir sama dengan kredik g@ada umumnya.
Kredit bank milik pemerintah memiliki ciri khas lEsarkan sumber dana untuk
memberikan kredit tersebut. Sumber dana yang dintekerasal dari modal yang
dimiliki oleh bank pemerintah. Bank pemerintahnmendapat dana permodalan yang
baik seluruhnya maupun sebagian berasal dari ndgakadari APBN maupun dari

APBD tergantung Bank Pemerintah tersebut dimiliekhoPemerintah Daerah seperti



Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Papua dan lain sahbggaatau Pemerintah Pusat
seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN dan lain sebagainya.

Kredit dalam praktiknya, proses pelunasan atau pgaran angsurannya
tidak selalu akan terselesaikan dalam keadaan lasksaja atau dalam kategori
kredit yang lancar. Sifat dari kredit yang pembapapengembaliannya itu dapat
dilakukan secara mengangsur dan memiliki jangkatuwvakau Tenor, ada kalanya
akan mengalami permasalahan yang terkait dengam-unsur kepercayaan, kehati-
hatian, waktu, resiko, dan prestasinya, hal insémnya disebut sebagai peristiwva
kredit bermasalah. Suatu kredit bermasalah jikektddilitasnya dalam kondisi yang
semakin memburuk maka dapat digolongkan dalam tkrgaing kurang lancar,
diragukan, bahkan macet.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentaerglgan kualitas aktiva
Bank Umum menggolongkan suatu kredit bermasalatdikatakan sebagai kredit
macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokoktdarnyang telah melampaui 270
hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjanbanu atau dari segi hukum
maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicaipeata nilai wajar.

Kredit macet bisa disebabkan oleh perubahan ekgnuenibahan kebijakan
pemerintah, atau perubahan kebijakan negara tugkspor, dan masih banyak
penyebab lainnya, selain itu kredit macet juga tajsebabkan pemberian kredit
yang tidak didukung dengan analisa yang memada pacl pemberian kredit dan
ditambah lagi dengan pengelolaan usaha debitur gang. Kondisi demikian akan
menimbulkan risiko terjadinya kredit macet.

Menangani suatu permasalahan kredit pada banlkgpatrdiua tahap dalam

penanganannya yaitu penyelamatan kredit bermagaay bersifat internal bank,

'HermansyahHukum Perbankan Nasional IndonesRil. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetied)
hal 66



kemudian penyelesaian kredit macet yang bersifateekal bank. Upaya internal
bank dapat berup@scheduling, reconditioninglanrestructuring Sedangkan untuk
upaya eksternal dapat melalui pihak ketiga yaitdPN/DJKN, melalui badan
peradilan, dan arbitrase atau penyelesaian sengketa

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah suatu upaya hukunukunt
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat-gyamianjian kredit mengenai
jadwal pembayaran/ jangka wakt&Reconditioning(persyaratan kembali) adalah
perlakuan melakukan perubahan atas sebagian dtauls@ersyaratan perjanjian,
yang tidak terbatas mengenai jadwal pembayaramk@nvaktu kredit saja tanpa
memberikan tambahan kredit atau tanpa konversisghagian atau seluruh kredit
perusahaan.Restructuring (penataan kembali) adalah perubahan syarat-syarat
perjanjian kredit dengan tambahan kredit atau kanegas sebagian atau seluruh
kredit perusahaan.

Penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan dékamuk yang hampir
sama dengan upaya negosiasi kembali antara nasiaoapihak bank. Bank akan
memberikan peringatan maupun upaya penagihan sbea@hap kepada nasabah,
apabila pembayaran angsuran maupun bunga kreditfaladilakukan sebagaimana
mestinya sesuai dengan perjanjian kredit yang teilaliat antara pihak bank dengan
nasabah.

Jika upaya-upaya penyelamatan kredit tersebut béahkasil, maka bank akan
menggunakan cara lain melalui PUPN/DJKN, melalddmaperadilan, dan arbitrase
atau penyelesaian sengketa. Tentu saja apabila knedet yang dimaksud terjadi
pada Bank Pemerintah maka akan menggunakan upayalegsaian kepada Badan
Negara yaitu PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2B06sus kasus lama

outstandingsaja).



Sesudah PP No. 33 Tahun 2006, bank pemerintah teeayean sendiri
kredit macetnya dengan memaksimalkan pada tahapkesisasikredit berdasarkan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUdarNo. 19 Tahun 2003
tentang BUMN, di mana keputusan berada di tangaPRWdan dalam hal ini
pemerintah diwakili oleh Kementerian BUMN. Bank Reimtah memiliki kebebasan
untuk memilih dengan cara apa mereka menyeleséialit macetnya (pasal Il ayat
(1) butir a) tetapi penyelesaian melalui PUPN/DJKiNtru dihentikan untuk Bank
Pemerintah (pasal Il ayat (1) butir b).

Mengenai sejauh mana tanggung Jawab Bank Pemetiathhdap Kredit
yang dikucurkan bila dibandingkan dengan Bank Savadstindonesia, maka dapat
dilihat secara permodalannya yakni bahwa sumbeng#alan dari berdirinya suatu
bank BUMN (Bank Pemerintah) berasal dari pemerinbdrarti bahwa pemerintah
bermaksud untuk memutarkan uangnya ke dalam dusnsslperbankan selain untuk
membantu dan mensejahterakan perekonomian masya@éara luas yang untuk
tujuan sosial, juga untuk mendapatkan keuntungainntiegkanisme perputaran uang
tersebut [grofit oriented, sehingga apabila kredit macet tersebut terjaakarsecara
tidak langsung akan merugikan Negara sebesar myated dimiliki pemerintah
dalam Bank Pemerintah yang kemudian disalurkanpaekeedit tersebut.

Secara otomatis ada tanggungjawab secara profésgimmanoral apabila telah
terjadi kredit macet, Bank Pemerintah harus mengdkan permodalan mereka
sendiri, yang pada akhirnya akan menyelamatkan mgalag dimiliki negara di
dalamnya juga. Selain itu dengan meminimalkan derja kredit macet maka akan
membawa dampak positif bagi Bank Pemerintah itudiseryaitu dalam daya
kredibilitas Bank Pemerintah di mata dunia perban#étan nilaiCapital Adequacy

Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal atas Bank teftsgthingga Bank tersebut



masih dalam keadaan Bank yang sehat meskipun radaitKredit Macet di dalam
aktivitas Bank Pemerintah tersebut.

Besarnya CAR menurut Peraturan Bank Indonesia ydisgbut Rasio
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, yang masih dal@tggap sebagai Bank
yang sehat adalah di mana jumlah CAR lebih besar886, sehingga apabila CAR
kurang dari 8% maka Bank tersebut harus berhentopeeasi karena telah
dikategorikan sebagai bank yang tidak dalam keadehat.

Penyelesaian kredit macet itu juga akan berpatqiada perjanjian kredit
yang dilakukan terkait dengan jaminan yang diberikdebitur. Jaminan yang
diberikan debitur dapat berupa barang bergerak lzdeang tidak bergerak. Biasanya
kasus kredit macet yang penyelesaiannya sampaidaepagkatan PUPN/DJKN
merupakan jaminan dari barang tidak bergerak yargdga hak tanggungan karena
jika jaminan itu berupa barang bergerak, biasamahl mudah untuk ditangani
sendiri oleh bank pemerintah karena bersifat liqgadg mudah dicairkan. Berbeda
halnya dengan hak tanggungan yang objeknya adaieth tkarena proses penjualan
sulit tapi terkadang harga jual tinggi sehinggar@esering menjadi jaminan kredit.

Sebetulnya didalam suatu Perjanjian Kredit yangelobimkan atas Hak
Tanggungan dapat diselesaikan sendiri oleh BankeRetah sesuai dengan PP No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang naayahak tanggungan dapat
dilelang. Hak tanggungan akan selalu disertai deraggganya APHT dan SKMHT
setelah diberlakukannya Hukum Hak Tanggungan, ssbetliberlakukan Hak
Tanggungan maka kredit dilakukan dengan mengguntdsilitas Hyphotek dimana
dalam Akta tersebut telah memiliki kekuatan hukuamg tetap., sehingga akibat

lebih jauhnya, Kreditur dapat melakukan sita jaminatuk dilakukan Lelang dengan



sarana Hak Tanggungan tersebut. Lelang dapat ##akwdi Balai Lelang dan
KPKNL.

DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) adalausinstansi Direktorat
Jenderal yang mempunyai tugas untuk merumuskan segtaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negareang negara, dan lelang sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kgaandan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. DJKN dahulunyabdis sebagai DJPLN
(Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara).

PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah panteadepartemental yang
mengurusi piutang negara yang berasal dari insta@sierintah atau badan-badan
yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal Hantor Departemen
Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Peamerintah Daerah. PUPN
Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabamgpunyai kedudukan di
setiap Kantor Operasional DJKN, yakni di Kantorayahan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNLY.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKBdalah kantor
operasional dari PUPN/DJKN di mana kegiatannya mearsy pelayanan lelang,
penilaian serta melaksanakan putusan PUPN/DJKNKungnangani pelayanan dan
lelang umum, piutang negara dan kekayaan negat@NKRlibagi dalam sub bagian
umum menjadi beberapa bagian di antaranya sek&nguwegara, seksi pelayanan
lelang, seksi pelayanan penilaian, seksi admimistkakayaan negara, serta seksi
hukum dan informasi.

Hubungan antara ketiganya, di mana PUPN mempungavewang untuk

mengurusi piutang negara berdasarkan Undang-UnNang9 Tahun 1960 tentang

2 Jimly Asshiddigie, "Kekayaan Negara, Piutang Negatan Lelang”, 2009, www.google.com, 28 Agustus

2010



Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian pelaksan@anproduk hukum yang
merupakan putusan wewenang PUPN dilaksanakan ol#ANDsebagai Kantor
Wilayah yang mempunyai Kantor Operasional di sgkstang negara pelaksana
lelang yang disebut KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayldagara dan Lelang).

Pasal 8 Undang-Undang No 49 Tahun 1960 menyatathweb kredit bank
pemerintah yang diberikan kepada nasabah merups&iaih satu bentuk piutang
negara.

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutangdiepNegara oleh

Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibalkapada Negara atau

Badan-badan yang baik secara langsung atau tigejsdag dikuasai oleh

Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjiarsabalp apapun.

Hal ini dikarenakan adanya klausula di mana wajibmbayarkan kepada
Badan-badan yang baik secara langsung maupunléidgkung dikuasai oleh Negara
yang tidak menutup kemungkinan bahwa bank milik @@mah termasuk di
dalamnya. Kemudian penyelesaian kredit macet bankepintah tersebut diserahkan
kepada PUPN/DJKN diperkuat dengan adanya pasaydi2 ) Undang-Undang No
49 Tahun 1960, yang berbunyi:

Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negmmng dimaksudkan
dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahBaang-piutangnya
yang adanya dan besarnya telah pasti menurut huklan tetapi
penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimastinya kepada
Panitia Urusan Piutang Negara.
Pasal ini juga menyatakan bahwa penanganan krealietmyang termasuk pada
piutang milik Negara diwajibkan untuk menyerahkamyelesaiannya kepada PUPN
(Panitia Urusan Piutang Negara) dan tentu sajebatkian DJKN (Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara).

Undang-undang ini sendiri dilaksanakan dengan ad&®syaturan Pemerintah

No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusadanBilNegara/Daerah. Pada



tanggal 6 Oktober 2006, lahirlah Peraturan Penadriio. 33 Tahun 2006 yang
merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 4h24105. Menariknya, dengan
adanya ketentuan pasal Il Peraturan Pemerintahjaidi membatasi peranan
PUPN/DJKN dalam menyelesaikan kredit macet bankepietah.
Beberapa perubahan yang terjadi pada PP No. 141720056 menjadi PP No.
33 Tahun 2006 pasal Il meliputi:
1. Pasal ll ayat 1 (a) yang isinya adalah:

Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah welaukusnya dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan garigku di bidang
Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negar@rtbegperaturan
pelaksanaannya.
Pasal ini mengatur mengenai penanganan kredit Barkerintah, di mana bank
pemerintah menyelesaikan sendiri kasus kredit mgaeberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di biBangeroan Terbatas dan Badan
Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaa@g@elumnya, pada PP No. 14
Tahun 2005 Bank Pemerintah hanya dapat melaksanakayelamatan kredit saja
dan untuk penyelesaian kredit macetnya diserahkpada PUPN dan DJKN. Tapi
kemudian sejak berlakunya PP No. 33 Tahun 2006,amaényelesaian kredit
macetnya tidak lagi diserahkan kepada PUPN dan Ddi€Minkan ditangani sendiri
dalam memaksimalkan tahap restrukturisasi.
2. Pasal Il ayat (1) butir b, yang berbunyi:
Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yangligerahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara c.g. Direktorat Jehd@iutang dan Lelang
Negara dan usul penghapusan Piutang PerusahaamaNkEgah yang telah
diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktendkral Piutang dan
Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan UrAdadgng Nomor 49 Prp
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negard&Pdeaturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusatan®
Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.



Perubahan ini menyatakan, untuk kasus kredit mlaaek pemerintah yang sudah
masuk serta masih ditangani oleh PUPN dan DJKN aapgua saat akan berlakunya
PP No. 33 Tahun 2006 (kasoststanding akan tetap dilaksanakan dengan ketentuan
lama UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan PP No. 14 Talgb,2sehingga pasal ini
menjadi dasar hukum di mana PUPN dan DJKN masitwdreang untuk menangani
kasus kredit macet bank pemerintah sampai sadidamya saja kasus yang ditangani
oleh PUPN dan DJKN adalah dikhususkan pada kasissk&redit macet lama
(outstanding pada bank pemerintah yang terjadi sebelum bemkgklPP No. 33
Tahun 2006.

Ada suatu perbedaan yang cukup mendasar dari ag@nybahan PP No. 14
Tahun 2005 menjadi PP No. 33 Tahun 2006. Pada PRAN®Bahun 2005 kredit pada
bank pemerintah disebut sebagai piutang negarangkdn pada PP No. 33 Tahun
2006 kredit pada bank pemerintah tidak berkenaantk&an dengan piutang negara
pada umumnya melainkan sebagai piutang perusaleg@nansaja.

Berikut adalah alasan mengapa judul skripsi initdmeakan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah serta penyelesaian kredittrbao& milik pemerintah melalui
PUPN/DJKN. Pertama, adanya permasalahan dan faéa yerjadi di dalam
praktiknya bahwa dengan adanya pasal 1l PP No. @& 2006 yang sebenarnya
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Reaasm Negara/Daerah
(sekarang BUMN/ BUMD) dalam mengoptimalkan pengaruiutang yang ada
pada kebijakan Bank Pemerintah sendiri yang tidakyamakan piutang perusahaan
negara dengan piutang negara, dan menghindari resnyelesaian yang
membutuhkan waktu lama melalui PUPN/DJKN, justrdaki dapat berjalan

sebagaimana yang diinginkan karena adanya perla@maturan hukumnya.



Bank pemerintah dan debitur mengharapkan dengaryad@P No. 33 Tahun
2006 ini dapat memudahkan mereka dalam mengamibijakeanaan dalam
menyelesaikan sendiri kredit macet mereka agah lebpat sepertivrite off berupa
penghapusan utang, pemotongan bunga atau penguoramgag debiturnya. Jika
dilihat dari jenis peraturannya, kedudukan hukura@nPP No. 33 Tahun 2006 dan
PP No. 14 Tahun 2005 itu sama. Keduanya hanyaitedkagan perubahan dan
keduanya sama-sama merupakan peraturan pelaksaiumdang-Undang No 49 Prp
Tahun 1960 di mana kedudukan undang-undang lebtgitidaripada peraturan
pemerintah, yang memperlakukan piutang bank petaérisebagai kewenangan
PUPN/DJKN.

Pada kasus Bank Mandiri, ketiga Direksinya divgntana karena melakukan
haircut (pemotongan harga kredit) sebagai tindakan restriglkisi atau rangkaian
pelaksanaamwrite off dalam kebijakan internal bank dalam menyelesaikiadik
macet berdasarkan pasal Il ayat 1 (a) PP No. 33imma006. Vonis itu dijatuhkan
karena oleh Kejaksaan dan Badan Pemeriksa KeuafBjalK), Direksi dianggap
merugikan negara terkait UU No. 49 Prp Tahun 1%8@iahg PUPN yang masih
berlaku dan mengkategorikan kredit bank pemerismbagai piutang negéraDi
sinilah PP No. 33 Tahun 2006 yang dianggap tidaksisten dirasakan semakin
mempersulit gerak bank pemerintah .

Kedua, pembatasan yang diberikan oleh PP No. 33inr&®06 tersebut
memperlihatkan bahwa PUPN/DJKN hanya berwenang etesgikan kasus kredit
macet yang lama (kasuistanding. Melihat kenyataan bahwa adanyatstanding

piutang, maka penuntasan kasus kredit macet yangumggu antrian di tingkat

3 Sut, "Berpotensi Mengubur Usaha Kecil dan Menehg2®07, www.hukumonline.com, 2 Oktober 2010



PUPN/DJKN juga masih banyak dan dengan berbagsaalmasih cukup sulit untuk
diselesaikan, hal ini menjadi permasalahan yaraktilinjung usai hingga saat ini
yang kurang lebih mencapai 10.919 BKPN senilai B2 Trilyurt.

Padahal jika dilihat dari lama tahun berlakunyaNRP? 33 Tahun 2006 saja
dan apalagi karena adanya pasal Il ayat (1) butth anana sejak 6 Oktober 2006
PUPN/DJKN seharusnya tidak lagi menerima penyedeskasus kredit macet yang
baru dari bank pemerintah. Seharusnya PUPN/DJKNih leleluasa untuk
menyelesaikan kasus kredit macet lama tersebutagipdalam PP No. 33 Tahun
2006 itu juga tidak dijelaskan bagaimana targetyplsaian yang harus dicapai baik
dari segi penargetan waktu dan jumlah penyeleskiadit macet tersebut. Jika
mengingat proses penuntasan kasus-kasus penyel&saiit macet dirasakan sangat
lambat itu, PUPN/DJKN memiliki waktu yang cukup marg untuk diselesaikan
setidaknya telah berlangsung selama 4 tahun (2006}2kemudian hal-hal apa yang
menjadi kesulitan dalam penuntasannya.

Adanya beberapa kejadian dalam pelaksanaan PP 3NdaBun 2006 dan
perbenturan aturan hukumnya, menyebabkan Bankritgaieserba salah bertindak,
dimana dalam pelaksanaannya terjadi benturan apéseauran yang sudah dibentuk
dengan maksud dan tujuan dibentuknya peraturaebiersHal ini memungkinkan
terjadinya beberapa tindakan hukum yang tidak $egmrey mencari celah dengan
peraturan PP No 33 tahun 2006 tersebut dalam @elakanya. Kemungkinan alasan
yang dipergunakan oleh Bank Bank Pemerintah tetsetalah, pertama karena bank
pemerintah takut mengambil kebijakan internal bagkng nantinya juga
dipersalahkan/ dipertanyakan dasar kebijakan yapakdi, sedangkan kredit macet

tetap harus diatasi. Alasan kedua di mana kehamsd#N/DJKN juga sudah tidak

* Laporan Triwulan Il Tahun 2010, Direktorat Jendé&@kayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya



bisa menerima urusan piutang Bank Pemerintah, pa@ akhirnya berujung pada
kebuntuan kredit serta jadi mempersulit debiturdkrealam melakukan pelunasan

hutangnya.

B. Rumusan Masalah
Beberapa masalah yang ditelaah dalam peneliticadadah:
1. Bagaimana pelaksanaan pasal Il PP No.33 Tahun 20B8&dap penyelesaian kredit
macet bank pemerintah?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN datestaksanakan pasal I
PP No. 33 Tahun 20067
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mtesghambatan dalam

pelaksanaan PP No. 33 Tahun 20067?

C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan meagjsis pelaksanaan pasal Il PP
No0.33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit niecegt pemerintah.

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan meadjais faktor penghambat dan
pendukung pada PUPN/DJKN dalam pelaksanakan pB§! Nlo. 33 Tahun 2006.

3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan meafjais upaya apa Saja yang
dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan dalelaksanaan pasal Il PP

No. 33 Tahun 2006.

D. Manfaat Pendlitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ipatadibagi, sebagai berikut:



A. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan wacana dan sumbangan teori mengem@nkan pemerintah bagi
masyarakat, kalangan akademisi, instansi peme&ntghng terkait dan pihak-pihak
yang bersangkutan khususnya PUPN dan DJKN, semtalienk pemerintah (BUMN
atau plat merah)
B. Manfaat Praktis
A. Bagi Peneliti
Menambah wawasan mengenai dunia bisnis, perbandam, pemerintah
dalam suatu keterkaitan dari terjadinya kredit yamgcet pada bank
pemerintah serta peran DJKN/ PUPN di dalamnya.
B. Bagi Masyarakat
Memberikan wawasan mengenai salah satu cara peajgieapabila terjadi

kredit macet pada bank-bank pemerintah.

C. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan masukan, kritik, dan saran dalam an@ngkebijakan lain di
waktu yang akan datang terkait kekayaan negarpeiam DJKN serta PUPN,
sehingga kebijakan dapat berlaku efektif dan meaidegspon yang baik dari

masyarakat.

E. Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam Bab | ini di antaranya diuraikan mengenaarlabelakang yang
mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan maasayang menjadi

persoalan yang diambil dalam penelitian ini, tujpanelitian yang merupakan



BAB Il

BAB Il

BAB IV

maksud dari dilakukannya penelitian ini, dan mangfemelitian yang meliputi
manfaat secara teoritis dan praktis.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini terdiri dari beberapa subbab. &®d, mengenai tinjauan
umum tentang kelembagaan yang meliputi Bank PetaériinPUPN dan
DJKN terkait tugas, fungsi dan perannya. Kedua, geeai tinjauan umum
tentang perjanjian yang terdiri dari pengertianasassas, Syarat sahnya,
hapusnya perjanjian. Ketiga, mengenai tinjauan untantang perjanjian
kredit yang terdiri dari pengertian kredit, perjanj kredit, dan kekayaan
debitur dalam jaminan (pasal 1131 KUHPerdata). Kegnmengenai tinjauan
umum tentang hak tanggungan yang terdiri dari daslnm, ketentuan pokok
yang meliputi pihak-pihak, jaminan, dokumen penngjaKelima, mengenai
tinjauan umum tentang kredit macet perbankan milipengertian kredit
macet, Kklasifikasi kredit macet, penanganan kreddérmasalah, dan

penanganan kredit macet.

: METODE PENELITIAN

Dalam Bab Il ini terdapat beberapa poin utamauwyaienjelaskan mengenai
jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitignjs dan sumber data,
populasi dan sample, teknik pengumpulan data, reetowhlisis data, dan
definisi operasional.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan menjelaskan gambaran umum NPWRAn DJKN,
deskripsi tentang data primer dan sekunder yangndipn dalam penelitian

ini serta kemudian membahas rumusan masalah yanthdiuntuk penelitian



BAB V

ini. Dengan kata lain, Bab ini akan membahas sekesaluruhan dari hasil
penelitian yang didapat.

: PENUTUP

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan sargasimpulan adalah intisari
dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat gedaeiitian ini. Saran
merupakan rekomendasi dari peneliti guna memparlka@kurangan yang
dapat terjadi dalam suatu penuntasan penyeleseadit knacet menjadi lebih

efektif.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

|. Tinjauan Umum tentang Kredit Bank Milik Pemerintah
a. Kredit Bank Milik Pemerintah
Kredit Bank Milik Pemerintah hampir sama dengandkreada bank-bank
lain pada umumnya. Kredit bank milik pemerintah nigmciri khas terkait sumber
dana yang digunakan untuk memberikan kredit tets&umber dana yang dimaksud
berasal dari permodalan yang dimiliki oleh bank eentah. Bank pemerintah ini
mendapat dana penyertaan permodalan yang bailukelfta maupun sebagian berasal
dari negara baik dari APBN maupun dari APBD. SefelRP No. 33 Tahun 2006,
kredit bank milik pemerintah merupakan piutang mag&etelah PP No. 33 Tahun
2006, APBN/APBD merupakan kekayaan negara yangaligian menurut Penjelasan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehipggal tersebut menyatakan
bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaanalmoeedgara pada BUMN
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pembizaapengelolaannya tidak lagi
didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dagejmaannya didasarkan pada
prinsip-prinsip perusahaan yang séhat
b. Kredit Bank Bermasalah dan Macet
Kredit bermasalah ataNon Performing Loan (NPLnerupakan resiko yang
terjadi dalam setiap pembberian kredit perbankasik® tersebut merupakan keadaan

di mana pembiayaan kredit tidak dapat kembalitt@aala waktunya. Kredit dapat

® Penjelasan PP No. 33 Tahun 2006



dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabilditeaakredit tersebut tergolong
dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, daece.

Pengertian kredit macet secara umum menurut Simuagalah kredit yang
tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temporgfanb dapat juga diselesaikan
dengan upaya penyelamatan kredit sehingga kreaieéthma diselesaikan dengan upaya
penyelesaian kredit melalui lembaga kepada Peragadilegeri atau Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN)

Pengklasifikasian suatu kredit bank bermasalah tdapeaupa kredit lancar,
kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kreatiacet. Menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kaalitaktiva Bank Umum
menggolongkan suatu kredit bermasalah dapat didakegm sebagai kredit macet
apabila:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau yaatgretlampaui 270 hari,
2. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman btau dari segi hukum maupun
kondisi pasar,
3. jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wéjar.
c. Penanganan Kredit Ber masalah dan M acet

Penanganan atas kredit bermasalah akan dilakukanaskbertahap. Perbankan
mengenal dengan adanya kredit bermasalah yang ak@mipcikal-bakal terjadinya
kredit macet. Pada saat suatu kredit masih besst®hagai kredit bermasalah maka
akan ditangani internal bank disebut dengan pemgln kredit, berikut

penanganannya:

® lwan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kreditckta2010www.google.com8 Desember 2010

’ Sinungan, "Kredit Macet Perbankan”, 2006, www.geamm, 28 Agustus 2010

®HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesi#T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetede®)
hal 66



1. Penyelamatan kredit bermasalah yang berpedoman Padst Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, melp&rundingan kembali
antara kreditur dan debitur:

a. Rescheduling (penjadwalan kembali): suatu upaya hukum untuk
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat-gyamanjian kredit
mengenai jadwal pembayaran/ jangka waktu

b. Reconditioning (persyaratan kembali):perubahan atas sebagian atau
seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbateshgenai jadwal
pembayaran/ jangka waktu kredit saja tanpa memdretiambahan kredit
atau tanpa konversi atas sebagian atau selurdht gerusahaan

c. Restructuring (penataan kembali): perubahan syarat-syarat piaman
kredit dengan tambahan kredit atau konversi atbagsan atau seluruh
kredit perusahaan.

|. Kredit-kredit ber masalah yang bersifat non struktural
Kredit-kredit bermasalah yang bersifat non strudtypada umumnya diatasi
dengan langkah-langkah restrukturisasi yang bérupa

a. penurunan suku bunga kredit

b. perpanjangan jangka waktu kredit

c. pengurangan tunggakan pokok kredit

d. penambahan fasilitas kredit

e. konversi kredit menjadi penyertaan sementara

2. Penyelesaian kredit macet akan dilakukan apabigkih penyelamatan kredit
bermasalah sudah tidak dapat mengatasi kredit Isafalg maka kredit

bermasalah akan naik tingkat menjadi kredit maPenyelesaian kredit macet

® lwan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kreditcita2010ywww.google.com8 Desember 2010




yaitu merupakan langkah terakhir yang dapat dilakugetelah langkah-langkah
penyelamatan tidak efektif lagi sehingga menyebabdaatu kredit itu macet.
Penyelesaian kredit macet ini dapat melalui lembagaim seperti PUPN/DJKN,
badan peradilan, Arbitrase, atau Badan Alternaifyelesaian Sengketa.
Tentu saja, apabila penyelesaian kredit macet yemapdi pada bank milik
pemerintah (BUMN) maka penyelesaian kredit macepwyaakan diselesaikan di
tingkat PUPN/DJKN. Hal ini karena terkait dengamusan penyelesaian utang
kepada negara atau utang baik secara langsung maigailk langsung melalui
Bank milik Pemerintah (BUMN), yang namun karenartaya PP No. 33 Tahun
2006 ini telah beralih pada optimalisasi tahaproéstirisasi kredit pada kebijakan
bank milik pemerintah. Optimalisasi tahap restrukasi ini membatasi
penyelesaian kredit melalui PUPN/DJKN bagi kreditcet yang baru.
Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan DJKI$ aenyelesaian
kredit macet bank milik pemerintah yang kini dilakn melalui PUPN/ DJKN
hanya terbatas pada kasus-kasus kredit macet bamermtah yang sudah
terlanjur masuk ke PUPN/DJKN, yang tetap berdasaiRkeraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah NoaB8mM 2006 sebagai berikut:
a. secara mekanisme yang terjadi di PUPN/ DJKN, pesgehn kredit macet
melalui PUPN dan DJKN masih dilaksanakan sama im&kurut PP No. 14
Tahun 2005 maupun PP No. 33 Tahun 2006. Kedua UPanaPemerintah
tersebut dilaksanakan dengan peraturan pelaksaha Reraturan Menteri
Keuangan No. 128 Tahun 2007 dan Peraturan MenteaaKgan No. 88
Tahun 2009.

b. secara kasus, penyelesaian kredit macet pada PRP4NDBahun 2005 dan PP

No. 33 Tahun 2006 berbeda. Sebelum PP No. 33 Ta006, setiap kredit



macet pada Bank Pemerintah yang telah melakukagyaupanyelamatan
kredit bermasalah akan ditangani oleh PUPN dan DJa@dlangkan sesudah
PP No. 33 Tahun 2006, PUPN dan DJKN hanya melakyenyelesaian
kredit macet Bank Pemerintah yang menyerahkan BKBBrkas Kasus
Piutang Negara) kepada PUPN dan DJKN sebelum 6b@kt®006 karena
setelah tanggal tersebut semua Bank Pemerintah akangusahakan
penyelamatan dan penyelesaian kredit macetnyarsendi
Il. Kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural
Penyelesaian kredit macet yang kini dilakukan sendieh bank milik
pemerintah untuk optimalisasi restrukturisasi Krederupakan penanganan
kredit bermasalah yang bersifat struktural karenedik bermasalah sudah
tidak dapat ditangani seperti layaknya pada pemangabersifat non
struktural. Penanganan kredit bermasalah yangfaessiuktural ini dilakukan
bank pemerintah dengan harus memberikan pengurapgank kredit
(haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank incgom$e. 7/ 2/
PBI/ 2005 agar usaha debitur dapat berjalan kemih pendapatannya
mampu digunakan untuk memenuhi kewajibarihya
d. Penghapusan Piutang Bank Milik Pemerintah
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentamgePelaharaan Negara

secara tegas ditetapkan pengertian batasan Pibig@ya maupun Piutang Daerah ini

adalah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayleepada Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintadt/ Fsmerintah Daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjargian akibat lainnya berdasarkan

19 |wan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kreditckta2010ywww.google.com8 Desember 2010



peraturan perundang-undangan yang berlaku ataatakinnya yang sah. Karena itu
sebelumnya, kredit bank milik pemerintah merupgkatang negara.
Kredit macet yang diselesaikan melalui PUPN/DJKHt $iai merupakan kasus
kredit macet lama yang telah masuk dan diprosd3WkeN/DJKN sebelum PP No. 33
Tahun 2006 berlaku sehingga kasus kredit macet yimgksud masih merupakan
piutang negara. Penghapusan piutang negara/daenafy gimaksud hanya dapat
dilakukan setelah piutang tersebut diurus secatimmapoleh PUPN yang ditunjukkan
dengan penerbitan surat Piutang Negara SementduanHeapat Ditagih (PSBDT).
PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negarafdakmgan ketentuan PP No.
14 Tahun 2005 sebagai berikut
a. Untuk piutang instansi pusat, usulan diajukan MefftEnpinan Lembaga
kepada:
1. Menteri Keuangan melalui DJKN untuk jumlah sampanghn Rp.
10.000.000.000 per debitur
2. Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlabin dari Rp.
10.000.000.000-Rp. 100.000.000.000 per debitur
3. Presiden RI persetujuan DPR-RI melalui Menteri Keyzan untuk jumlah
lebih dari -Rp. 100.000.000.000 per debitur
b. Untuk piutang instansi daerah, usulan diajukan Bgj@engelola Keuangan
Daerah dengan pertimbangan Kantor Wilayah DJKN d#apa
1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai denggn 5.000.000.000
per debitur
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRRlujumlah hutang

lebih dari Rp.5.000.000.000 per debitur

M Brosur Penghapusan Pitang Negara/Daerah DJKN, 2010



[I. Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaat® banda antara dua orang
atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satkpintuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menwmailprestasf. Dalam suatu
perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana pdtak adalah pihak yang wajib
berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah kyeng berhak atas prestasi tersebut

(kreditur).

Beberapa asas-asas penting dalam suatu perjadpsahasebagai berikut:
c. Asas-asas perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, suatu syarat sahnya perjanjian adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang hdfal

Sepakat dan Kecakapan merupakan Syarat Subygtil, suatu syarat yang
menyangkut subyek perjanjian, yang mempunyai akihdtum dapat dibatalkan
apabila tidak terpenuhi unsur tersebut dalam spatjanjian. Sedangkan obyek
tertentu dan sesuatu yang diperbolehkan adalah palegin syarat obyektif yaitu
syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian idise dengan akibat hukum batal
demi hukum apabila tidak terpenuhi unsur terselaldird suatu perjanjian. Apabila

suatu perjanjian telah memenuhi syarat perjanjemgyditentukan dalam pasal 1320

12\, Yahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjialumni, Bandung, 1986, Cetakan ke-2, hal 6

13 pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



KUHPerdata tersebut, maka perjanjian itu menjatii dan mengikat kedua belah
pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
d. Asas-asas perjanjian menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, sebagai salah satu faktor pembentukan hukum perbankan yakni:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undhalagg berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pergetitu tidak dapat
ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduahbplhak, atau karena
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undamgset®juan harus
dilaksanakan dengan itikad baik

Perjanjian dapat dianggap sebagai undang-undangpbea pihak, yang materinya

sangat konkret dan keterikatan atas ketentuanngasmrkan kehendaknya sendfri.

c. Asasasas perjanjian menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, hapusnya perjanjian
Suatu perjanjian dapat hapus karena berbagai hehuMt pasal 1381

KUHPerdata, maka suatu perjanjian dapat hapus &dr@mpoin alasan di antarana

1. Karena pembayaran;

2. Karena penawaran pembayaran;

3. Karena pembaharuan utang/novatie;

4. Karena perjumpaan utang/kompensasi;

5. Karena percampuran utang;

6. Karena musnahnya obyek;

7. Karena pembebasan utang;

8. Karena batal demi hukum atau dibatalkan;

9. Karena berlakunya syarat batal;

10. Karena daluwarsa yang membebaskan.

[I1. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit bank

1 pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
15 Muhamad Djumhanajukum Perbankan di Indonesig@itra Aditya, Bandung, 2006, hal.13
18 pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbangasal 1 angka 11
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapataipakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam ai@né dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangngtelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian burljaPersetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjamidak
sepenuhnya dimaksudkan dalam artian sama sepedi diamaksud dalam pasal 1754-
1769 KUHPerdata karena kesamaannya hanya berkkatagan pelunasan hutang setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah yang samangghikredit merupakan pemberian
utang kepada nasabah serta kepemilikan piutang deadi pemerintah yang memiliki
jangka waktu sebagai pembatasan dari hak dan keamgpiara pihak.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (ppisyang bersifat riil, yang
memiliki perjanjian jaminan sebagai accesoir nya dda serta berakhirnya perjanjian
jaminan bergantung kepada perjanjian pokoknya. Makgdinya perjanjian kredit
ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepas@bah debitdf. Perjanjian kredit
bank adalah perjanjian utang-piutang yang menjaglijapjian pokok dan dasar
diberikannya utang (kredit) yang dalam hal ini digskan dengan adanya objek jaminan.

Kredit bank biasanya disertai dengan adanya olgeknan sebagai penambah
kepercayaan kreditur dalam memberikan kredit bagitdrnya. Suatu kredit bank dapat
dijaminkan dengan berupa barang-barang milik deldiaik berupa barang bergerak
maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak ladaémang-barang yang dapat
berpindah atau dipindahkan contohnya mobil, sepad#or, perhiasan, dan lain-lain.
Sebaliknya, barang tidak bergerak adalah barargpiayang tidak dapat berpindah atau

dipindahkan.

" pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang &tedn
18 HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonesi#l. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetedan
3, hal. 71



Selain objek jaminan utama, hukum Perdata sudahp@aemapkan kemungkinan
bahwa jika suatu saat objek jaminan utama debitlaktbisa dipergunakan untuk
melunasi hutang-hutangnya maka kebendaan/ kekaeator lainnya dapat digunakan
sebagai jaminan dalam pelunasan utangnya. Haksuas dengan ketentuan pasal 1131
KUHPerdata, di mana semua harta kekayaan milik taejjang sifatnya bergerak
maupun tidak bergerak dan juga baik yang sudahnaaapun baru akan ada, dapat
menjadi jaminan dalam pelunasan hutang-hutangmyabdrarti bahwa apapun yang
menjadi objek jaminan kredit apakah itu berupa mgulzergerak ataupun tidak, jika objek
jaminan tidak dapat melunasi keseluruhan hutangutenaka kekayaan debitur lainnya
dapat dijadikan jaminan pelunasan juga sehinggdilapéebitur tidak dapat melunasi

hutangnya, maka secara otomatis seluruh kekayagmgganenjadi jaminan.

. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan

Hak Tanggungan secara umum diartikan sebagai $iaktgaminan yang timbul
dari suatu perikatan, di mana objek yang menjadinan adalah tanah. Pemberian kredit
yang dimungkinkan untuk dijaminkan dengan barangdyak dan tidak bergerak maka
Tanah dapat menjadi barang jaminan yang diandaltarganya yang relatif selalu naik
setiap saat sehingga dapat dicairkan berupa kiledgan harga mahal. Biasanya kasus
kredit macet yang penyelesaiannya sampai ke tindkdPN/DJKN, kebanyakan
merupakan kredit yang dijaminkan dengan Hak Tanggarkarena sifatnya yang tidak
liquid sehingga proses jual yang tergolong sulit.

Dasar-dasar peraturan yang digunakan dalam HakgUaggn ini yaitu jadi dasar
pelaksanaan penyelesaian kredit macet. KetentueatuPen Perundang-undangan yang
mengatur mengenai hak tanggungan adalah Undangagnda. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah No. 24nTdaB@7 tentang Pendaftaran

Tanah.



a. Ketentuan pokok hak tanggungan mencakup, antara lain:
|. Para Pihak
1. Debitur adalah
Pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi preistdalam hal
melunasi pinjamannya
2. Kreditur adalah
Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunadan prestasi
tersebut.
Il. Jaminan
Kegiatan perbankan yakni pemberian kredit mengamdresiko.
Untuk mengurangi resiko, mengenai pemberian kegakithan kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi kewajiban pembaggeamaka pemberian
Jaminan adalah merupakan faktor penting dalam pearbé&redit. Biasanya
dalam penyelesaian kredit yang mencapai tahapamlundPUPN/DJKN
adalah pemberian kredit yang dijaminkan dengan kolbjgk tanggungan.
Untuk itu, hak tanggungan ini dibebankan kepadaaltaatas hak, yang
menurut pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996 diantaranythda
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai atas tanah Negara
5. Hak Pakai atas tanah Hak Milik

[11. Dokumen Penunjang

19 ST. Remy SjahdeinHak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Btagahg Dihadapi Perbankan
Alumni, Bandung, 1999, hal.57



Dokumen-dokumen penunjang ini tidak akan melulutateg Hak
Tanggungan tapi mencakup Hak Jaminan apapun. Didsmbil contoh
berupa Hak Tanggungan karena kebanyakan kasus yaasuk ke
PUPN/DJKN dan cukup sulit diselesaikan adalah jamikredit berupa Hak
Tanggungan, antara lain:

1. Perjanjian utang-piutang atau perjanjian yang mbuolkan utang sesuai
contohnya dengan apa yang disebutkan dengan gasslat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan maka jika jaminan berupa taagungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yangrjkan di dalam dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjiesebait.

2. Sertipikat kepemilikan hak (hak milik, hak guna hsa hak guna
bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pasatatah hak milik),
yang sudah diberi keterangan bahwa dibebani hakggam

3. Sertipikat Hak yang di dalamnya menerangkan mengrria/ek, obyek,
dan lain sebagainya

4. Untuk hak Tanggungan biasanya disertai APHT dan BKM

Kesemuanya tersebutlah yang nantinya akan dapajadiesatu-kesatuan

dalam melengkapi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

. Sengketa hak tanggungan dan penyelesaiannya

Sengketa hak tanggungan dalam hal ini terkait deteygadinya kredit
macet yang dijaminkan dengan adanya jaminan yangpaetanah dibebani
dengan hak tanggungan sebagai akibat dari adamenjen kredit antara
debitur (nasabah) dengan kreditur (bank pemerin@&lam proses pencairan
objek hak tanggungan untuk pelunasan pinjamanh Isbiit dilakukan pada

barang tidak bergerak karena lebih sulit dicairkdibandingkan barang



bergerak. Biasanya karena harganya relatif besar bdamyak faktor yang
mempengaruhinya.

Penyelesaian sengketa hak tanggungan menurut PREAN@hun 2005
jo. PP No. 33 Tahun 2006 atas kasus kredit maceg yeasih ditangani oleh
PUPN/DJKN kebanyakan merupakan perjanjian kredihgyamencapai
tingkatan PUPN/DJKN adalah penyelesaian kredit maesk pemerintah
yang dibebani dengan hak tanggungan. Perjanjiaditky@ng dijaminkan
dengan hak tanggungan akan mengalami kredit belamaseka akan diatasi
terlebih dahulu dengan upaya penyelamatan krediingkat bank sendiri.
Kemudian apabila dalam penyelamatan kredit tidakhdsl, maka akan
melalui penyelesaian melalui pihak ketiga melalangadilan Negeri untuk

bank swasta dan melalui PUPN/DJKN untuk bank pertadri



BAB |11

METODE PENELITIAN

1. JenisPenelitian dan Pendekatan Penelitian
a. JenisPendlitian
Penelitian ini dilakukan secakampiris, karena dalam penelitian ini diperlukan
data-data yang langsung didapatkan dari sumbegaya melalui pendapat orang-
orang dengan wawancara, pengamatan, atau diskusi.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan fenelini adalah
menggunakan pendekatguaridis sosiologiskarena dalam melakukan penelitian ini,
peneliti harus berhubungan dengan pelaksanaanuiaggiari adanya suatu ketentuan
hukum berupa peraturan pemerintah, sehingga dkzerlsuatu pendekatan khusus
untuk mendapatkan data yang valid dari lapangaselert. Penelitian ini dilakukan
dengan melakukan analisis mendalam terhadap pekksaketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor. 33 Tahun 2006 serta mengetamyepesaian kredit macet di

tingkat PUPN dan DJKN.

2. Lokas Penelitian
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Nedgauweabaya GKN Il Jalan
Dinoyo No. 111, Surabaya. Alasan peneliti memildkasi penelitian di Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara SumaliaN 1l Jalan Dinoyo No.
111, Surabaya karena di kantor tersebut adalah sata pelaksana dari penyelesaian
dan lelang sebagai suatu tindakan penyelesaiait knedet melalui lembaga PUPN

dan DJKN. Selain itu, lembaga ini masih berwenam@s gpenanganan berupa



penyelesaian kredit macet milik bank pemerintahgyanodah diserahkan kepada

PUPN dan DJKN.

3. Data
a. JenisData:
I. Primer

Jenis data yang diperoleh secara langsung darissprmges penelitian.
Jenis data ini yang digunakan oleh peneliti untudakukan penelitian ini
adalah data Primer, karena peneliti memerlukan ykatg diperoleh langsung
dengan narasumber dan tanpa perantara. Informagidiperoleh merupakan
hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada wag&antor wilayah
DJKN yang merupakan induk dari PUPN dan kegiatamy@lesaian kredit
macet termasuk lelang.

Ii.Sekunder

Selain data Primer, data yang digunakan oleh pgenahtuk
melaksanakan penelitian ini adalah data sekundeel® menggunakan data
sekunder karena disamping data yang diperoleh Usggslari narasumber,
peneliti memerlukan suatu analisa yang nantinyan ak@mbutuhkan data
sekunder untuk menunjang data yang telah diperdéehnarasumber. Data
tambahan yang diperlukan sebagai tambahan untugnglapi data pokok
yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan sieami literatur-literatur
yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bkrdakumen, majalah, dan
internet yang terkait dengan kredit macet pada h@erkerintah dan pasca

berlakunya PP No. 33 Tahun 2006.



b. Sumber Data:
i.Data Primer: diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskus
lapangan yaitu di Kantor DJKN sebagai lembaga yaegupakan pelaksana
lelang jaminan kredit macet.
Ii. Data Sekunder: dilakukan dengan penelusuran PP No. 14 Tahun @aa5
PP No. 33 Tahun 2006, studi kepustakaan atautliten@enelusuran internet,

studi dokumentasi dari berkas penting pada insfQU&KN Surabaya.

4. Populas dan Sample:
a. Populasi : Pegawai Kantor Wilayah DJKN Surabaya GKN
Sample : Kepala Seksi Bagian Panitia Urusan Piukegara (PUPN)

dan Bagian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dangel

(KPKNL)
b. Populasi : Pegawai Bank Pemerintah
Sample : Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) cabédatang,

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri cabang

Malang
c. Populasi : Debitur
Sample : Pihak Debitur berinisial YG dari Bank Tiagan Negara

(BTN) cabang Malang dan HN dari Bank Mandiri Malang

5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, tekhnik pengumpuliata yang digunakan
adalah sebagai berikut:

a. Wawancara



Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitiafdaengan
mewawancarai narasumber dapat dilakukan secaraugkhugupun melalui
percakapan sehari-hari, misalnya yaitu mewawandéegiala Seksi PKN 1
Kantor Wilayah DJKN Surabaya dan lain sebagainygudn digunakannya
teknik wawancara ini adalah untuk  menemukan peatahan mengenai
peran PUPN dan DJKN setelah diberlakukannya PP3Bd.ahun 2006 atas
penghapusan PP No. 14 Tahun 2005.

b. Dokumentas
Dokumentasi, dilakukan dengan cara menganalisisabdyerkas penting
terkait fenomena yang terjadi dalam penelitian imlokumentasi dilakukan sebagai
salah satu teknik pengumpulan data, karena dokiasianerupakan suatu bukti

bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitiesetrit.

6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitia dengan teknik analisis
deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mengilkan suatu gambaran serta
pendalaman tentang penyelesaian kredit macet bamlenntah di tingkat PUPN dan

DJKN pasca berlakunya ketentuan Peraturan Pemiefvgenor 33 Tahun 2006.

7. Definisi operasional
a. Pelaksanaan:
Suatu tindakan atau suatu proses untuk melakularageuntuk mendapatkan hasil

dari suatu hal yang dalam hal ini adalah dari lbemaya suatu produk hukum.



b. Penyelesaian:
perbuatan di mana melalui suatu cara dan prosesggeh mencapai suatu
pemberesan atau pemecahan dari suatu masalah.

c. Kredit macet:
Suatu keadaan dimana menyatakan bahwa orang yemgdogy (debitur) tidak
Sanggup membayar cicilan kreditnya baik pembayarsupun bunganya yang
kemudian disebut sebagai kredit bermasalah, yadg p&hirnya dengan ketentuan
syarat tertentu sehingga dikategorikan sebagaitkrextet.

d. Penyelesaian kredit macet:
suatu perbuatan yang menggunakan cara, proses, atlaan tertentu untuk
membereskan atau memecahkan perkara di mana itetgdtur yang tidak
dapat melunasi hutangnya yang dikategorikan sebkeg@it macet.

e. Bank Pemerintah:
Badan usaha perbankan yang memiliki modal baik ggabamaupun keseluruhan
berasal dari pemerintah. Badan usaha ini dapat pakam badan usaha di daerah
maupun negara.

f. Pembatasan:
Suatu proses, cara, dan perbuatan untuk membaiagingemiliki ketentuan dengan
penjelasaff.

g. Peranan DJKN:
Instansi yang bertugas untuk merumuskan serta swlakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang kekayaan negaraamyuinegara dan lelang sesuai
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keasngang juga menyelesaikan

kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah.

20 sut, "Definisi Pembatasan”, 201@ww.wikipedia.com 28 September 2010




h. Peranan PUPN:
Instansi interdepartemental dari DJKN di mana kbBusienangani dan membentuk
kepanitiaan dalam menyelessaikan permasalahan paergitan dengan piutang
negara yang dalam hal ini adalah kredit macet gmdd& pemerintah. Bagian ini
sering diartikan sebagai pengadilan dalam departery@ng memberikan putusan

pula sifatnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) X Surabaya

Kantor Wilayah X DJKN Surabaya merupakan instamstikal unit Eselon II
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langkepgda Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yakni bertugas langsung di bawaherk@ngan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia di mana berperan umirkgurusi urusan keuangan dan
kekayaan yang dimiliki oleh Negara/ Pemerintaim& urusan yang berkaitan dengan
keluar-masuknya uang dan barang yang dimiliki delgara, hal ini sesuai dengan apa
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuang@publik Indonesia No.
102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008. Saat ini KWaWilayah (Kanwil) X Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Surabaya berkedudukaredlinG Keuangan Negara Il
Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya. Kantor Wilayah X DNJBurabaya mempunyai tugas
di Bidang Bagian Umum, Kekayaan Negara, PenilaRengurusan Piutang Negara,
dan Pelaksanaan Lelang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertugas unmhécumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknisdding kekayaan negara, piutang
negara dan lelang sesuai kebijakan yang telahagkah oleh Menteri Keuangan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandkuneddKN juga berfungsi dalam
penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuadgdndang kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang; pelaksanaan kebijdkaidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang; perumusan standar, norma, @edokniteria, dan prosedur di

bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lefargberian bimbingan teknis dan



evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negdem lelang; pelaksanaan
administrasi Direktorat Jenderal.

PUPN adalah panitia interdepartemental yang mesgpiutang negara yang
berasal dari instansi pemerintah atau badan-badag yikuasai oleh negara yang
bertugas mengurus dan menyelesaikan piutang negata permasalahan piutang
negara yang semakin kompleks baik dari segi ksahtaupun kuantitasnya.Anggota
PUPN berasal dari Kantor Kementerian Keuangan, Kksgn, Kejaksaan, Bank
Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Biasanya untuigopéimalkan kinerja, PUPN
dibentuk di KPKNL setiap daerah kerja. KPKNL beratlabawah dan bertanggung
jawab pada DJKN sebagai instansi yang merupakakgesha tugas pokok dari DJKN.
Meskipun demikian, KPKNL tidak semata-mata melak&an putusan PUPN/DJKN,
tapi juga bekerja demi kekayaan negara dan uresamg umum.

Hubungan antara PUPN dan DJKN adalah pelaksanamatulprhukum yang
sering disebut dengan "putusan” yang merupakan wamgPUPN untuk memutuskan,
sedangkan hasil dari putusan tersebut kemudian aklaksanakan oleh DJKN.

Kemudian apabila ada keputusan lelang maka akaksaihakan KPKNL.

Bagan 1

Struktur Kepegawaian Kantor Wilayah DJKN X Surabaya



Kepala Kantor Wilayah DJKN X Surabaya
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Sumber: Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2010

Wilayah kerja Kanwil X DJKN Surabaya adalah Proviiewva Timur dengan
membawahi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Kekayaarafdedan Lelang (KPKNL)
antara lain:

1. KPKNL Surabaya
2. KPKNL Sidoarjo
3. KPKNL Malang
4. KPKNL Jember
5. KPKNL Pamekasan
6. KPKNL Madiun
7. KPKNL Bojonegoro
8. KPKNL Kediri
Sampai pada Tahun 2010, KPKNL yang sudah beropseasinlah 6 (enam).

KPKNL Bojonegoro dan KPKNL Kediri untuk sementar@lum beroperasi. Kegiatan



operasional KPKNL Bojonegoro sementara dilaksanadah KPKNL Surabaya dan
kegiatan operasional KPKNL Kediri dilaksanakan diétKNL Malandg™.
Bagan 2

Struktur Organisas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kepala KPKNL

Sub Bag Umum

Seksi Piutang| | Seksi Seksi Seksi Seksi Hukum
Negara Pelayanan Pelayanan Administrasi & Informasi
Lelang Penilaian kekayaan
Negara

Sumber: Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2010

B. Pelaksanaan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah dalam Hal Kredit Macet

Pasca Berlakunya Pasal |1 PP No. 33 Tahun 2006

Pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 membatasi ruanguingiengertian keuangan
negara yang mencakup dalam artian kekayaan negarg telah dipisahkan pada
perusahaan negara yang dalam hal ini adalah baitpemerinta®>. Pembatasan ini
bermaksud untuk membedakan pengertian antara piutegara dan piutang
perusahaan negara. Selama ini kredit macet padk Bdlik Pemerintah dianggap
sebagai piutang negara di mana setiap kucuran dmanegara dalam bentuk modal
akan diurusi, dipertimbangkan, dan diawasi olehareegecara langsung yakni melalui
PUPN/DJKN sehingga hal ini membuat perusahaan ae(ank Pemerintah) tidak
leluasa dan tidak dapat memfungsikan dirinya layaksuatu badan usaha dalam hal

terjadinya kredit bermasalah maupun kredit macet.

2L Laporan Triwulan Il Tahun 2010, Direktorat Jendé&mkayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya
22 pArifin P.Soeria Atmadja, “Kajian Hukum dan Perundan untuk Menekan NPL, Majalah Mandiri, Edisi 181,
Tahun VII, 3 April 2006



Kini, kredit macet Bank Pemerintah dianggap sebamaiang perusahaan
negara, dengan harapan akan memberikan jaminaludsdan bagi perusahaan negara
untuk mengelola sendiri keuangannya, di mana Bamdfintah dapat mengusahakan
sendiri dalam pengembalian kredit bermasalah maugredit macetnya serta
mengambil kebijakan sendiri dalam penyelesaianRgsal 11 PP No. 33 Tahun 2006
memberikan kebebasan kepada bank pemerintah urglakukan sendiri penyelesaian
kreditnya dengan menyerahkan kebijakan penyeles@pada keputusan RUPS sesuai
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatat/daNo. 19 Tahun 2003 tentang
BUMN.

Sifat piutang perusahaan negara ini dikategorikarbdda dengan piutang
negara karena terkait dengan sumber pembiayaait kwaaty diberikan berasal dari
Bank Pemerintah, bukannya Negara secara langsuteyipuen memang permodalan
Bank Pemerintah sebagian besar berasal dari APBBIDARkan tetapi APBN/APBD
untuk modal tersebut merupakan kekayaan negara yhpigahkan. Pemisahan
kekayaan dari APBN/APBD sebagai akibat selanjupmsabinaan dan pengelolaannya
tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun peadn dan pengelolaannya
didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yargj.seh

Pemahaman ini mengakibatkan suatu prioritas pesgele kredit macet
melalui PUPN/DJKN beralih menjadi melalui interr@dnk Pemerintah berdasarkan
prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan mempkerkemungkinan penyelesaian
berdasarkan putusan pihak ketiga sebagai upaykhietzank secara pribadi, kecuali
penyelesaian berdasarkan hak-hak kebendaan yargnysif memang harus
dilaksanakan eksekusi melalui lelang.

Hukum perbankan nasional menentukan bahwa suatlit kii&kategorikan

sebagai kredit bermasalah menjadi kredit macetradxsrtahap dan begitu pula dengan



pengurusannya. Adapun pelaksanaan pengurusan gibtrk dengan cara sebagai
berikut®:
1. Sebelum berlakunyapasal 11 PP No. 33 Tahun 2006:

Semua kredit bank milik pemerintah masih disebbagai piutang negara.

a. UpayaNon Litigasi:
Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilapdtarelalui proses peradilan).
Upaya Non Litigasi akan dilakukan terhadap kreditniasalah dan kredit yang
diperkirakan akan bermasalah. Kredit bermasalajug@ mencakup kredit kurang
lancar dan kredit yang diragukan. Kredit bermasatatakan ditangani dengan
tahap awal di mana gejala kredit bermasalah sudedsattan oleh bank.
Penanganan terhadap kredit bermasalah ini padasigmya disebut dengan
penyelamatan kredit bermasalah yang berupa restrsiks$i meliputrescheduling
(penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan kembali),restructuring
(penataan kembali). Penyelamatan kredit ini dilakuknelalui upaya internal
bank pemerintah dengan debitur bank yang memitédlik bermasalah tersebut.

b. Upaya Litigas:
Jika upaya-upaya non litigasi internal bank tersaiidah tidak efektif lagi maka
kredit bermasalah akan berstatus kredit macet glangana penyelesaiannya akan
diserahkan atau secara otomatis akan diserahkead&egmhak ketiga, di mana
untuk kredit macet Bank Milik Pemerintah akan daddsan kepada pihak ketiga
yaitu PUPN/DJKN. Melalui PUPN/DJKN dikatakan sehagaaya litigasi karena
kedudukannya PUPN/DJKN sejajar atau dipersamakagastelembaga peradilan
lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan NiagapdKkitan), dan Arbitrase.

Selayaknya lembaga peradilan, pada PUPN/DJKN t@tamayakan pula secara

% Teori Umum Perbankan dalam Hal terjadi Kredit Basalah dan Kredit Macet, Hermansysilnkum
Perbankan Nasional Indonesia



non litigasi dengandue process of lawberupa pemanggilan debitur untuk
memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyarapadukti terkait utang
dan cara penyelesaiannya, apakah akan dilakukamgle{eksekusi) maupun
penjualan (non eksekusi). Apabila akan dilakukasekisi pada objek jaminan,
maka merupakan upaya litigasi sebenarnya dengaghjpengan besarnya piutang
dan segala pertimbangannya oleh PUPN dari KPKNLapagiutang negara
kemudian lelangnya dilaksanakan oleh KPKNL bagialang dengan lelang
eksekusi berdasarkan putusan PUPN.
2. Sesudah berlakunya pasal 11 PP No. 33 Tahun 2006:
Kredit bank milik pemerintah saat ini disebut sebagiutang perusahaan negara,
sedangkan kredit bank milik pemerintah yang sudasuk ke PUPN/DJKN tetap
disebut sebagai piutang negara.
a. UpayaNon Litigasi:
Penanganan terhadap kredit bermasalah ini tetapggoneakan langkah-
langkah restrukturisasi meliputirescheduling (penjadwalan ulang),
reconditioning (persyaratan kembali)restructuring (penataan kembali).
Penanganan kredit ini dilakukan melalui upaya mderbank pemerintah
sendiri dengan debitur bank yang memiliki kreditrnbasalah tersebut.
Kebijakan bank pemerintah ini berdasarkan keputi®dRPS bank sehingga
prosedur dan pelaksanaan penyelesaian kredit nthattr dalam aturan
internal bank yang disesuaikan dengan aturan-apedmankan yang berlaku
dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Artirgetjap pengambilan
keputusan Bank-bank Pemerintah dilakukan atas foguae@ Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), sementara posisi Pemeyatghjuga sebagai

sumber permodalan akan diwakili oleh Menteri BUMdbagai Pemegang



Saham berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BlBdjduh mana
yang dimaksud dengan restrukturisasi Kredit bol&kdkan apabila menurut
perbankan adalah upaya yang dilakukan oleh Ban&ndaegiatan usaha
perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibandgngan menata
kembali kredit antara pihak Bank dan pihak debiyang dilakukan dengan
cara antara lain melalui penurunan suku bunga, gyrangan tunggakan
bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kreditpgnjangan jangka
waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengéatiban aset debitur sesuai
ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadiypetaan modal sementara
pada perusahaan debittir
b. UpayaLitigas:

Jika upaya-upaya pendekatan lagi kepada debitug y@asanya dilakukan
oleh PUPN/DJKN Kkini diupayakan sendiri oleh bankmpeintah dengan
mengoptimalkan pengurusan piutang tersebut di tabstpukturisasi terlebih
dahulu yang meliputi standarnya diwujudkan dengerbdgai ragam cara
tergantung pada kebijakan RUPS bank pemerintah gag berupa aturan
internal bank pemerintah sepeftiandard Operating Procedure (SO¥#ang
sesuai, maka RUPS dapat mengambil kebijakan yakgitgaminan dengan
cara Bank Pemerintah dapat melakukan PenjualanReblangan terhadap
objek jaminan. Penjualan atau Pelelangan ini teddpkukan dibawah
pengawasan KPKNL yang dimohonkan atas dasar PulREHS, lembaga
peradilan lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilaga (kepailitan), dan
Arbitrase. Jika putusan RUPS memutuskan akan nmgletdojek jaminan,

maka penghitungan besarnya piutang dan segalanparigannya oleh RUPS

% Restrukturisasi Kredit Bank, 4 maret 2008, www.idia.com, 2010



atau badan peradilan lain yang kemudian dimohot#&lang dapat dilakukan
lelang eksekusi berdasarkan RUPS dengan eksekuisiganya atau lembaga
peradilan lain (pengadilan, kepailitan, arbitra#iB,
Sedangkan untuk piutang bank pemerintah yang stetédmjur masuk ke
PUPN/DJKN akan tetap dilaksanakan dengan UU NoP#® Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan dilaksandengan PP No. 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan PiutaggrdeApabila akan
dilakukan eksekusi pada objek jaminan, maka pengb&n besarnya piutang
dan segala pertimbangannya tetap dilakukan olenNPiH?i KPKNL bagian
piutang negara kemudian lelangnya dilaksanakan KWRKNL bagian lelang
dengan lelang eksekusi berdasarkan putusan PUPN
Menurut peneliti, keleluasaan yang diberikan PP [188. Tahun 2006
dimaksudkan agar Perusahaan Negara/Daerah (BandriRah) dapat mandiri dalam
mengoptimalkan pengurusan piutangnya pada kebijdkamk Pemerintah sendiri.
Pengoptimalan tahap restrukturisasi setiap BankkNPemerintah dapat berbeda-beda
pada caranya dan dari segi teknisnya. Prinsipngg teama yaitu diolah sedemikian
rupa pada tahap restrukturisasi mencakup pada gokak rescheduling(penjadwalan
kembali), reconditioning(pensyaratan kembali) daastructuring(penataan kembali).
Restrukturisasi yang berbeda didasarkan pada kabijkeputusan RUPS masing-
masing setiap Bank dan cara penyelesaiannya y@hgmmiya akan dipilih sendiri oleh
Bank Pemerintah apakah dengan cara sendiri atau paradilan seperti Pengadilan

Negeri, Pengadilan Niaga (kepailitan), dan Arbgras

% Hasil wawancara dengan Bapak Doni, Kepala bagéang KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010



Perbedaan restrukturisasi dan penyelesaian pidtang pemerintah seperti
halnya yang terjadi pada Bank Mandiri, Bank BTN ddank BRI adalah sebagai
berikut:

1. Bank BTN

Bank BTN menyelesaikan kredit macetnya berdasafaaturan internal Bank
yang berupa Peraturan Direksi No. 01/ PD/ DRPK/62Mestrukturisasi dan
penyelesaian kredit baik umum maupun perorangamldindkan agar debitur
memenuhi kewajibannya disaat kredit mereka berrahsatau diperkirakan
akan bermasalah. Kredit bermasalah dikategorikandd&dam kredit kurang
lancar, diragukan, atau macet. Sedangkan kredig ydiperkirakan akan
bermasalah apabila terjadi penurunan kemampuan my@nfangsuran kredit.
Bank BTN memadukarnrescheduling, reconditioning, restructuringntuk
menangani kredit bermasalah (kurang lancar, dirmagukdan macet) dan
menyelesaikan kredit macet ke dalam upaya intdsaethjuk "Restrukturisasi
dan Penyelesaian Kredff yang berupa:
l.  Restrukturisasi

a. Penjadwalan Ulang (PUL)

b. Penundaan Pembayaran kewajiban kredit

c. Alih Debitur

d. Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda

e. Pengurangan tunggakan pokok kredit

f. Penurunan suku bunga kredit

g. Pengambilalihan aset debitur

% Hasil wawancara dengan Bapak Benny Budi Anggazgal Officer PT Bank BTN Malang, 18 November
2010



II. Penyelesaian Kredit: upaya bank agar dana yangpetiberikan kepada
debitur dapat ditarik secara optimal
a. Pelunasan dengan pengurangan tunggakan bunga
dan atau denda

b. Subrogasi (penggantian kedudukan kreditur)

c. Penjualan agunan
Nilai atau besarnya keringanan tunggakan bungaatiam denda yang dapat
diberikan kepada debitur yang masih beritikad baikng tidak mampu
membayar seluruh tunggakan maka akan berpedomaa&d@mampuan dan
kemauan untuk melun&si

2. Bank Mandiri

Bank Mandiri menyatakan bahwa dalam proses mergikbes kredit
bermasalah dan macetnya, maka setiap Kantor Ca&emgantu yang memiliki
kredit bermasalahnya tidak terkecuali macet akanyemahkan kasus tersebut
kepada instansi internal PT. Mandiri Tbk yang megndrerperan khusus
menyelesaikan kredit bermasalah, yang disebut deRGR. RCR terletak di
setiap Kantor Wilayah ibukota provinsi, untuk Jawanur di Surabaya.
Restrukturisasi dan penyelesaian kreditnya berpadopada pengklasifikasian
macam kredit yang diberikan, seperti kredit usall@arkecil menengah, kredit
investasi, kredit besar dan lain sebagainya. Usetiap macam kredit akan
diselesaikan sesuai dengan porsinya dan hal ientdikan dengan kebijakan
RUPS dan staf-staf di dalamnya, serta akan diskesaecara berbeda-beda

menurut macamnya. Penanganannya sudah dikhususkdal&m pembagian

2" Berkas peraturan operasional Bank BTN



subbagian sesuai dengan macam kreditnya sehingtk tiancu dalam
pengambilan keputusannya.
Sebisa mungkin restrukturisasi dan penyelesaiaditktetap mengutamakan
kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi ket
3. Bank BRI
Penyelesaian kredit bank ini dilaksanakan dengéaih lghusus. Penanganan
terhadap kredit bermasalah dan kredit macet dilakukendiri oleh Kantor
Cabang yang menyalurkan kredit kepada debitur larmggsWalaupun demikian,
Standard Operational Procedure (SOf}lap sesuai dengan ketentuan pusat di
mana Peraturan Direksi, kebijakan keputusan RUBS,pératuran perundang-
undangan terkait tetap menjadi pedoman. Kantor @alyang tersebar hingga
ke kecamatan ini menyesuaikan sendiri dalam ddsitigasi dan penyelesaian
kredit bermasalah dan macetnya karena bank BRI atenkepada perusahaan
yang sehat yang diiringi UU BUMN dan UU Perseroagrbhtas di mana
meliputi memiliki kewenangan dan keleluasaan dalanengoptimalkan
pengelolaan, pengurusan, penyelesaian piutang gdagsehingga siapa yang
memberikan kredit seharusnya sudah dapat mempegkdn dan
memperkirakan keberlangsungan kredit maka merekl pang dapat
mengambil kebijakan solusi penyelesaiarfilya
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada prinsiprafa eintuk melakukan
restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet §pmitbank pemerintah) sama, yakni
dengan upaya non litigasi dan litigasi. Sedangktatif waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu kredit akan bergantung paddidiatan situasi yang tidak dapat

diprediksi. Pengertian piutang perusahaan neganmemperlihatkan bahwa piutang

% Hasil wawancara dengan ibu Marti Susilo, KaryaBank Mandiri KC Kauman Malang
% Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Bagian Humagk B&! KC Malang



berupa kredit ini akan mencakup secara internalgadraan saja sehingga Negara
tidak perlu ikut campur secara langsung ke dalamg@elaannya karena Bank
Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenandigen

I. Mekanisme melalui PUPN/DJKN:

PP No. 33 Tahun 2006 menyebabkan PUPN/DJKN tidgiknkenerima kasus
baru kredit macet perbankan milik pemerintah yasg Isehingga PUPN/DJKN lebih
berkonsentrasi pada sisa-sisa penyerabatstanding Berkas Kasus Piutang Negara
(BKPN) sebelum diberlakukannya PP tersebut dan adergrioritas penyelesaian
apalagi terhadap BKPN yang sudah mencapai statiiangi Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT) dan telah mengalami masa tungguaB@in, yang pada akhirnya
akan berstatus BKPN mati dan menumpuk di PUPN/DBIRIKNL. Kasus-kasus
outstanding ini adalah kasus-kasus kredit macet maupun BKPMbapdan
pemerintah lama yang masuk penyerahannya sebeluNoP83 Tahun 2006 kepada
PUPN/DJKN hingga saat ini belum dapat diselesaitan meliputi BKPN yang
merupakan hak tanggungan saja.

Penyerahan kasus kredit macet dilakukan kepada KPE&suai wilayah
regionalnya kemudian dilanjutkan dengan pembentuR&HPN di seksi Piutang
Negara. Lalu PUPN akan memeriksa ada dan besaamgnya. Di sinilah PUPN
akan memutuskan apakah perlu ada tindakan terteritadap kredit macet tersebut
sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang melipntinggilan debitur, penetapan
jumlah utang, dan lain-lain sebagainya. Sedangkaabil akan dilakukan
pemotongan harga pokok kredit dan tunggakan angsoraka akan dipertimbangkan

PUPN dengan persetujuan Menteri Keuangan.



M ekanisme penyelesaian piutang negara melalui PUPN/DJK N/K PKNL
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Sejak lahirnya PP No. 33 Tahun 2006, PUPN/DJKN Butldak lagi

menerima dan menyelesaikan berkas kasus kredittpadenkan yang sifatnya baru

(BKPN baru) milik pemerintall sesuai dengan pembatasan yang Peraturan

Pemerintah tersebut atur.

Tabd 1

Penerimaan BKPN Triwulan |1 2010

KPKNL BANK NON BANK JUMLAH
BKPN | NILAI | BKPN NILAI BKPN NILAI

Surabaya 0 - 0 -10 -
Sidoarjo 0 - 202| 10.079,65 202 10.079,65
Malang 0 - 187| 3.134,30| 187 3.134,30
Jember 0 - 90| 270.972,00 90 270.972,00
Madiun 0 - 268 1.435,22| 268 1.435,22
Pamekasat 0 - 0 -10 -
Jumlah 0 - 747 | 285.621,17 747 285.621,17

4

Sumber: Laporan Triwulan |1 Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya

II. Pengaruh Pasal 11 PP No. 33 Tahun 2006 pada PUPN/DJKN

Berlakunya Pasal 1l PP No. 33 Tahun 2006 membawgagreh pada kegiatan

penyelesaian kredit macet pada Bank Pemerintahitdd4curan piutang negara yang

diselesaikan melalui PUPN/DJKN, diantaranya:

a. Penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)batikas kredit baru oleh

Bank Pemerintah yang mengalami kredit macet sejakOldober 2006

berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, seharusnya sudih terjadi lagi. Maka

PUPN/DJKN tidak akan mengkonsentrasikan pada lagiatenerima kasus

baru terkait kredit macet Bank Pemerintah. PUPN/®JKnya tetap mengurusi

kasus piutang negara perbankan untuk kasus lamstgdnding dan piutang

negara non perbankan.
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b. Secara otomatis PUPN dan DJKN lebih mengkonsek&nasdiri kepada
kegiatan untuk menyelesaikan sisa-sisa penyerakKé&NBoutstanding kredit
macet bank pemerintah sampai sebelum diberlakukaRRyNo. 33 Tahun 2006

pada tanggal 6 Oktober 2006.

PUPN/DJKN kini hanya menangani BKPN perbankan lamaag tepatnya
adalah menuntaskan Berkas Kasus Piutang NegaraNBKErstatusoutstandingdi
tingkat PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006akarl Penyelesaian BKPN
outstandingperbankan yang belum selesai inilah yang menjadaip perhatian dari
PUPN/DJKN. Menurut PP No. 33 Tahun 2006, penyedesdiredit macet bank
pemerintah ini tetap berpedoman dengan menggurakiaNo. 49 Tahun 1960 dan PP
lama yakni PP No. 14 Tahun 2005 di mana BK&tNistandingitu tetap diperlakukan
sebagai piutang negara. DJKN dan Kementerian Keuangenindaklanjuti PP No. 33
Tahun 2006 yang sesungguhnya berbeda atas pemalpamamg perusahaan negara
dan piutang negara, dengan keberadaan PeraturanteiMeKeuangan No.
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negarddraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara PER-01/KN/2008 tentang PetunjukniSelPengurusan Piutang
Negara. Peraturan ini pun juga berlaku bagi piuteagpara non perbankan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan jika kasus kredicet bank milik
pemerintah yang masih ditangani PUPN/DJKN harus migerlakukan layaknya
piutang negara. Walaupun demikian, PUPN/DJKN meikberikesempatan bagi Bank-
Bank Pemerintah yang sudah terlanjur memasukkanskksedit macetnya kepada
PUPN/DJKN apabila suatu saat nanti Bank Pemeriimtigin menyelesaikan sendiri
kasus kredit macetnya tersebut melalui restruldarigredit, maka Bank Pemerintah

dapat melakukan Penarikan BKPN.



Menurut mereka, hanya sedikit yang melakukan pkaarterhadap BKPN

perbankan karena ternyata banyak Bank pemerinta geengakui lebih suka untuk

menyelesaikan melalui PUPN/DJKN yang relatif lebibrah dan mudah karena Bank

Pemerintah tidak perlu pusing dalam menyelesaikamaha sudah ada PUPN yang

menangani semua urusannya, biaya yang digunakark yenyelesaian pun berasal

dari hasil pelunasan kredit, dan PUPN/DJKN pastiangani sampai tuntds

Tabd 2

Realisasi PNDS perbankan yang terdiri dari PNDT, Penarikan, Pengembalian KP-

BTN, Angsuran/Penarikan/Lunas PSBDT

KPKNL PNDS | PENARIKAN PENGEMBALIAN Angs/tarik/lunas LUNAS
KP-BTN PSBDT
BKPN | BKPN % BKPN %| BKPN % BKPN | %
Surabayad 41 11 26,83 0 |- 0 - 3 73)17
Sidoarjo 15 10 66.67 D | D - 5 33,83
Malang 25 4| 16,00 0 D - 21 84,00
Jember 33 13 39,39 0 |- 0 - 20 60,61
Madiun 21 1 4,76 @ 1 4,76 19 90,48
Pamekasar 30 8 26,67 0 |- 0 - 22 73,33
Kanwil 165 47| 28,48 @ 1 0,61 117 70,91

Sumber: Laporan Triwulan |1 Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya
Berdasarkan tabel di atas, PNDS dalam satuan BK&iNgpbanyak diperoleh dari

lunas sebesar 70, 91% realisasi PNDS jumlah 165\BKP

Tabd 3

PNDS dalam satuan nilai

(nilai dalam jutaan rupiah)

KPKNL PNDS PENARIKAN KEMBALI Angsf/tarik/lunas PNDT
KP-BTN PSBDT

NILAI NILAI % NILAI % | NILAI % NILAI %
Surabaya 3.696,49| 1.621,36 43,86 - - - - 2.07%,1%,14
Sidoarjo 1.127,91 | 808,51 71,68 - |- z - 319/40 28,32
Malang 3.030,87 | 2.343,37 77,32 - |- - - 687|50 22,68
Jember 3.243,14| 1.591,25 49,07 -] - - - 1.651,89 93D.
Madiun 1.882,61 | 782,51 41,5¢ - |- - - 1.100j10 58,43
Pamekasan 1.072,57 397,29 37,04 - - 249,39 23,25 5,892 39,71
Kanwil 12.981,02| 7.147,00 55,06 - |- - - 5.834/02 ,944

Sumber: Laporan Triwulan Il Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya
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Berdasarkan tabel di atas, PNDS dalam satuandiparoleh dari Penarikan sebesar
55,06% dari realisasi PNDS sejumlah Rp. 7,15 MiliyYarena jika melakukan

penarikan, Bank Pemerintah harus membayar kepad&KP

Kenyataan di lapangan juga memperlihatkan, DJKNsis€kutang Negara
menyatakan bahwa sebenarnya bagian Piutang Negathawatir akan mengalami
kekurangan pekerjaan karena berdasarkan LaporaguRsan piutang negara
outstanding Seksi Piutang Negara ini sejak sebelum berlaki?iyaNo. 33 Tahun
2006 hingga saat ini juga sudah lebih banyak meararigasus dari sektor perbankan
dibandingkan sektor non perbankan

OutstandingBerkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sampai denganlan
2010 adalah sejumlah 18.507 BKPN bernilai Rp. &&in terdiri dari:

1. BKPN yang masih aktif sebesar 15.568 BKPN senifai B01 trilyun, terdiri
dari:
a. Perbankan sebesar 10.919 BKPN senilai Rp. 1,42iril
b. Non Perbankan sebesar 4.649 BKPN senilai Rp. 586iyar
2. BKPN PSBDT (Piutang untuk Sementara Belum Dapaiditi sebesar 2.939
BKPN senilai Rp. 205,91 Milyar, terdiri dari:
a. Perbankan sebesar 1.630 senilai Rp. 194,55 milyar
b. Non Perbankan sebesar 1.309 senilai Rp. 11,36 milya

Saat ini kasusutstandingperbankannya (meski sudah tidak ada kasus baru)

masih sebesar 10.919 BKPN aktif dan 1.630 BKPN PBBBng jumlahnya tetap

lebih banyak daripada piutang negara non perbanjkay hanya sebesar 4.649
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BKPN*:, Jumlah BKPN yang masih ribuan itu disebabkan psait mendekati 6
Oktober 2006 yaitu berlakunya PP No. 33 Tahun 2bafyak Bank Pemerintah yang
dengan segera menyerahkan kasus kredit macetngd&&KN*.

Menurut mereka, penyelesaian BKPN PSBDT hanya éhgegnunggu waktu
saja apakah pemerintah memutuskan akan menghapias@i(kebijakan), debitur
sudah sanggup melunasi hutangnya (biasanya inn&aebelumnya pada penilaian
jaminan dan seluruh harta kekayaan debitur beltlsa menutupi hutangnya), atau
kasus akan menjadi BKPN dibiarkan menjadi BKPN nsatielah 30 tahun masa
tunggu. BKPN non perbankan yang jumlahnya terladilst dibandingkan pada
biasanya mereka juga mengurusi piutang perbankamadia mendatang, hal ini
menyebabkan ada anggapan dari internal DJKN sebdimwva DJKN seksi bagian
Piutang Negara akan mengalami masa di mana akak fishgsional karena pada
akhirnya  pengurusan piutang negara non perbankanga judapat
dilimpahkan/dilaksanakan pengurusannya oleh DJKRiskagian Aset Kekayaan
Negard®.

Awalnya peran KPKNL yang kedudukannya berada tejpdiawah DJKN,
dianggap telah menyalahi pasal Il ayat 1 butir ) No. 33 Tahun 2006 karena
masih menangani lelang jaminan kredit bank pensninDJKN pun menanggapi,
KPKNL memang berada di bawah DJKN akan tetapi kn&EPKNL tidak semata-
mata harus merupakan pelaksana putusan PUPN/DJKas¢arDhukum dalam
pelaksanaan tugas mereka juga sedikit berbeda wdPig®N/DIJKN. KPKNL juga

bertugas berdasarkan putusan lembaga yang sedéepaan badan peradilan

33 Laporan triwulan Il tahun 2010 Bab IV Pengurusaridhg Negara, DJKN Kantor Wilayah X
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misalnya kepailitan, arbitrase, pengadilan sekaligWPN/DIKN®. Sebelum PP No.
33 Tahun 2006, jika KPKNL melelang berdasarkan ganuPUPN/DJKN (untuk
kasus perbankan pemerintahtstandinglama dan piutang negara non perbankan) di
seksi Piutang Negara dan setelah PP No. 33 Tahdé @®&uk lelang jaminan bank
pemerintah berdasarkan permohonan lelang Bank Kukasus kredit macet bank
pemerintah yang baru) dapat karena berdasarkarsgutRUPS maupun lembaga
peradilan (pengadilan negeri, pengadilan niagdirase) di Seksi Pelayanan Lelang
sehingga DJKN dan KPKNL merupakan kesatuan yarmpisesn.

Bank pemerintah harus tetap memakai orang-orang KRRKNL bagian
Lelang karena adanya status sebagai PerusahaarraNpgda bank pemerintah
sehingga agar tidak menyalahi hal tersebut lelamgtptap melalui KPKNL. Lelang
kredit macet yang dapat ditempuh perbankan penaérinlang dilakukan oleh
KPKNL banyak macamnya yaitu termasuk dalam leldtsgkusi, diantaranya lelang
eksekusi PUPN, pengadilan, harta pailit, arbitdes® jaminan. Untuk lelang eksekusi
jaminan masih digolongkan lagi menjadi jaminan talggungan, fidusia, gadai, dan
hipotik®”:

1. Lelang eksekusi PUPN:

Khusus untuk piutang negara perbankan yang bess&PN outstanding

dan piutang negara non perbankan. Untuk BKieikétandingini kebanyakan

adalah kredit yang dijaminkan dengan hak tanggur@gaena sifatnya tidak

liquid dan mahal, serta terjadi kesulitan pada peralkan utang debitur.
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. Lelang eksekusi Pengadilan:

Lelang yang didasarkan pada putusan/ penetaparagiéarg yang dalam hal
ini bank pemerintah melalui jalur hukum peraditiemgan sita barang-barang
jaminan

. Lelang eksekusi Harta Pailit:

Lelang yang berdasarkan pada putusan pailit di mBaak pemerintah
melalui jalur lembaga kepailitan.

. Lelang eksekusi Arbitrase:

Bank Pemerintah menggunakan peradilan arbitrasey y@ada akhirnya
memutuskan lelang dan tetap melalui KPKNL.

. Lelang eksekusi Jaminan:

Lelang eksekusi ini dapat diajukan permohonan seoldih Bank pemerintah
yang didasarkan pada putusan RUPS. Jaminan sediliasifikasikan
berbeda:

. Lelang eksekusi Hak Tanggungan:

Didasarkan pada ketentuan hukum yakni pasal 6 Unptemdang Hak
Tanggungan. Selain itu, sebenarnya Bank Pemertdpht melelang sendiri
jaminan hak tanggungannya apabila Bank Pemerinta@nsabgkutan
merupakan kreditur pertama.

. Lelang eksekusi Fidusia:

Lelang ini didasarkan pada putusan kreditur pula oasih terkait dengan
putusan RUPS, namun lelang fidusia ini masih safang dimanfaatkan
karena biasanya Bank masih dapat menangani sekedivali dikarenakan
debitur tidak beritikad baik.

. Lelang eksekusi Gadai:



lelang gadai melalui KPKNL ini masih sangat jarasighanfaatkan karena

biasanya Bank masih dapat menangani sendiri pamuogh karena barang

jaminan gadai biasanya telah berada di bawah kekudgeditur.
d. Lelang eksekusi Hipotik

Lelang ini berdasarkan putusan RUPS Bank Pemerhiteanya disebabkan

karena objek jaminan hipotek tergolong pada jamigang sulit dicairkan

karena tidak liquid dan nilainya maffal

Lelang yang dilaksanakan atas dasar putusan pimagara (Putusan PUPN)
saat ini terkait dengan objek jaminan tanah yam@rdnkan dengan hak tanggungan.
Meskipun demikian, untuk lelang yang didasarkarassepokok dari keputusan RUPS
juga lebih banyak mengenai hak tanggungan, kaikaadjjaminkan dengan hak-hak
lain maka bank pemerintah akan mengusahakannya iriseddngan upaya
restrukturisasinya karena objek hak tanggungaik tidaid*°.

Lelang objek jaminan kredit terutama untuk tanamgyalibebankan hak
tanggungan, jika tahap restrukturisasi sudah tefektif maka bank pemerintah saat ini
melakukan lelang dengan dilaksanakan berdasarkamusan RUPS yang kemudian
dilanjutkan dengan permohonan lelang kepada KPKNdgidn Lelang yang
berpedoman pada UU Hak Tanggungan yang dijadikatorpan tindakan lelang
jaminan hak tanggungan dengan dasar hukum padd @asadang-Undang Hak
Tanggungan di mana bank milik pemerintah dapat lamgde objek jaminan atas
kekuasaan sendiri meskipun untuk lelangnya tetapalonepermohonan kepada
KPKNL. Jika Bank Milik Pemerintah ingin menggunakeara dengan menjual sendiri

tanah hak tanggungan baik dilakukan sendiri maupahalui sarana lainnya, bank
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pemerintah harus tetap memakai orang-orang dari NdPKagian Lelang karena

adanya status sebagai Perusahaan Negara padadvaairpah.

. Faktor Penghambat dan Pendukung PUPN/DJKN dalam Melaksanakan
Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal || PP No. 33
Tahun 2006
Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendgkBUPN/DJKN, peneliti juga
menjabarkan penghambat dan pendukung bagi Bankri¢ameyang mungkin juga
dapat dibandingkan sehingga memperlihatkan kelabitan kekurangan masing-
masing.
|. Faktor Penghambat
a. Faktor Penghambat internal DJKN
1. Kasus-kasus BKPN perbankan pemerintah yang beriagassi outstanding
sampai tahun 2010 ini, yang jumlahnya masih bedaglanlah 10.919 BKPN
aktif dan 1.630 BKPN PSBDT menandakan masih bamyd& yang harus
dituntaskan oleh PUPN/DJKN. BKPdutstandingni disebut sebagai Piutang
Negara yang Dapat Diurus (PNDU). Penyelesaian mgutlredit macet
tersebut dirasa lambat apalagi mengingat sudalhuhtaejak berlakunya PP
No. 33 Tahun 2006. Data kegiatan administrasi metkean bahwa
kelambatan dalam proses pengurusan piutang negamadnlunas dan selesai
karena data kegiatan administrasi tidak sama dedgéa realisasinya yang
disebabkan perbedaan sumber data yakni data athasniderasal dari

bendaharawan penerima dan data realisasi berashuéta agenda kegiatan.



Tabed 4

Kegiatan administrasi piutang negara

JENIS KEGIATAN BANK NON | TOTAL
BANK

SP3N 0 612 612
PGL& Peringatan PGL 24 1353 1377
PB 0 13 13
PJPN 91 440 531
SP 73 144 217
BAP SP 97 165 262
Surat Perintah Penyitaan 130 41 171
Berita Acara Penyitaan 108 22 130
SPPBS 164 12 176
Pengumuman/ Pemberitahuan Lelang 464 84 548
Pelaksanaan Lelang PUPN 258 11 269
Surat Pernyataan Lunas 173 81 254
Surat Pernyataan Selesai 89 6 95
Surat Pengangkatan Sita 94 1 95
Berita Acara Pengangkatan Sita 7 1 8
Surat Perintah Pemeriksaan 0 0 0
Berita Acara Pemeriksaan 0 0 0
Surat Perintah Paksa Badan 0 0 0
Berita Acara Paksa Badan 0 0 0
Surat Penetapan tentang PSBDT 6 0 6
Jumlah 1.778 2.986 4.764

Sumber: Laporan Triwulan |1 Tahun 2010 Kanwil X DJK N Surabaya

Hal ini juga terjadi bukan karena PUPN/DJKN tidakau
menuntaskannya dengan segera melainkan karena-upaya penyelesaian
kredit macet tersebut telah dilakukan bahkanhteterubah status BKPN ini
menjadi 2 golongan.

Pertama, Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNB&X®) sealisasinya
pada triwulan 1l tahun 2010 sejumlah 165 BKPN dnenatang-piutang kredit
bank pemerintah berhasil diselesaikan tuntas. Pg&®ankan ini meliputi
PNDT, penarikan, pengembalian KP-BTN, dan angspemarikan/lunas
PSBDT.

Kedua, Piutang Negara untuk Sementara Belum Dap#agiD

(PSBDT) yang pada triwulan Il tahun 2010 tercatasih ada sejumlah 2.926



BKPN disebabkan berbagai hal di antaranya karemaadaen objek jaminan
kreditnya yang tidak sesuai dengan apa yang adandhltang-piutangnya.

Hal ini dapat dilihat dari posisi Piutang NegarauknSementara Belum Dapat

Ditagih (PSBDT)

Tabel 5 Realisas PSBDT Triwulan | sampai dengan Triwulan |1 Tahun 2010

KPKNL Realisasi s.d TW I Th. 2010 Realisasi SW T I Th 2010
BKPN NILAI Rp | BKPN | Mutasi BKPN NILAI Rp. BKPN Mutsi

Surabaya 271 | 14.225,00 0 271 14.225,00 0

Sidoarjo 16 486,35 0 18 599,82 0

Malang 1354 | 85.726,95 0 1354 85.726,95 0

Jember 1038 | 97.417,71 0 1047 97.525,49 0

Madiun 245 7.209,49 0 247 7.722,71 0

Pamekasar 2 107,05 0 2 107,05 0

Jumlah 2.92 205.172,55 0 2.989  205.9071,02 0 -

Sumber: Laporan Triwulan |1 Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ttamulan | ke
triwulan Il telah mengalami peningkatan jumlah BKEA&N nilai rupiah yang
berstatus PSBDT pada wilayah Sidoarjo, Jember dadiii. Ini berarti

bertambah pula BKPN yang mengalami kesulitan dgdanyelesaiannya.

. Tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut #suk juga Pasal 1l PP No.

33 Tahun 2006 ini sendiri tidak mengatur mengea@et penyelesaian kasus
kredit macet yang masuk sebagai daftar BKRIitstandingyang harus segera
diselesaikan meliputi jumlah BKPN, batas waktu mtegaian BKPN per
tahun serta, solusi langkah lanjutan upaya pengederhadap hal-hal yang
menyebabkan BKPN tidak dapat selesai sampai sa@neanumpuk). Tidak

adanya target tersebut menyebabkan penyelesaiak treemiliki langkah



lanjutan sehingga apabila BKPN sudah berstatustanding apalagi PSBDT
maka BKPN tersebut hanya akan bertumpuk bahkamrédm dalam daftar
berkas di DJKN (disisihkan lagi). Tidak adanya &irggaktu penyelesaian ini
juga membuat para aparat menjadi menunda penyahesa karena menurut
mereka langkah selanjutnya dari kasus PSB&Xtsfanding adalah dengan
menunggu kebijakan pemerintah yakni kebijakan yadak merugikan negara
maupun Bank Milik Pemerintah bersangkutan ataskiaimgselanjutnya yang
pada realisasinya hanya akan menunda penyeleshidak adanya target
penyelesaian di dalam isi PP No. 33 Tahun 2006pataidanya peraturan
tambahan terkait waktu, jumlah kredit, batas linnpaya, dan solusi
tambahannya entah itu dengan cara memaksa, pemuktiédit, penghapusan
kredit maupun pengembalian BKPN kepada Bank Pemaériyjang mungkin
dapat dilakukan sehingga menyebabkan keseriusanpiaak terkait dalam
penanganannya berkurdfig

b. Faktor Penghambat eksternal DJKN

1. Hal-hal yang dapat menghambat penyelesaian krediemdari eksternal
DJKN biasanya terkait dengan harga lelang/jual r@jaminan kurang dari
harga yang seharusnya dan kesulitan dalam upaydamglobjek jaminan.
Dalam pelaksanaan lelang, ada yang dinamakan depgailaian objek
jaminan di mana dapat ditaksir oleh KPKNL terhatiapga jual yang dapat
diterima penjual (debitur) untuk membayar utangrgetelah objek jaminan
dijual/ dilelang ternyata harganya murah dan h&egsebut masih belum bisa
menutupi utang debitur. Hasil lelang/jual murah mau tidak dapat

digunakan untuk melunasi hutangnya disebabkan dbefberapa hal
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overtaksasi, peserta lelang sedikit, letak tidaktsgis, objek jaminan tidak
ada, lelang tidak laku, biaya lelang lebih besat glaminan, limit terlalu
tinggi**, yaitu:
a. Overtaksasi
Pada saat awal terjadinya perjanjian kredit arBarsk Pemerintah dan
debitur, pihak Bank Pemerintah tidak melakukan pe&sdari objek
Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya sehingggahtaksiran
objek tanggungan menjadi terlalu tinggi melebihrgaapasar yang
wajar terhadap objek hak tanggungan.
b. Jumlah peserta lelang sedikit
Prosedurnya, jika melalui lelang maka KPKNL akan
menginformasikan bahwa akan dilaksanakannya letaakalui surat
kabar harian, kantor pemohon lelang dan KPKNL, kKamtor-kantor
khusus menjual barang lelang. Informasi setelabrddkan kemudian
peminat lelang dapat mendaftarkan diri. Ternyatalapsampai
waktunya pelaksanaan lelang, peminat lelang haagkis sehingga
menyebabkan harga limit tidak memiliki daya saiggrenarganya bisa
naik atau mungkin lebih untuk melunasi utang debitu
c. Letak objek tanggungan tidak strategis
Lokasi berdirinya objek tanggungan sangat mempehgaharga
jualnya, apabila letak objek jaminan sangat baguotiku prospek
perekonomian maka taksiran harusnya sesuai keagéan wajar),
peminat banyak, dan penawaran harga lelang/juabmanaik di atas

harga limit. Sebaliknya, jika lokasi objek hak tgnggan berada di

*1 Hasil wawancara dengan Bapak Doni, Kepala bagéang KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010



tempat terpencil, sulit dijangkau, dan hal-hal lgang menyebabkan
harga jatuh, sampai-sampai objek tanggungan telakdi jual.

. Objek jaminan tidak ada

Lebih parah apalagi jika yang terjadi ternyata klgminan tidak ada.
Ini dapat disebabkan berbagai hal misalnya saja [sadt taksiran
dilakukan oleh Bank Pemerintah di awal perjanjiegdk kurang hati-
hati dan kurang teliti sesuai prinsip kehati-hati&éobjek hak
tanggungan fiktif), objek hak tanggungan telah lierkepemilikan,
dan lain-lain.

. Lelang tidak laku-laku

Dari penyebab-penyebab di atas, masih ada dimukagkibahwa ada
objek jaminan yang telah dilakukan berbagai upafanb/jual tapi
ternyata objek hak tanggungan tetap tidak laku;ld&ksa saja hal ini
sebagai akibat dari keadaan objek jaminan yank tedsuai seperti
dijelaskan sebelumnya.

Biaya lelang melebihi dari harga jaminan

Dalam praktiknya, masih dimungkinkan terjadinya idatserasian
harga. Bisa saja harga kredit memang besar tapgkmursaja harga
objek tanggungan lebih kecil daripada biaya beantglkarena lelang
dilakukan berkali-kali dan lain sebagainya.

. Harga limit untuk DJKN terlalu tinggi

Harga limit pembayaran kredit yang diupayakan dRWPN/DIKN
sangat besar jumlahnya sedangkan harga jaminan]elsay juga

belum dapat dipastikan, ditambah lagi ternyata petad tidak



memberikan potongan apapun terhadap jumlah polaaklainga pada
kredit.

2. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa semua hak@y&en milik debitur
yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dga haik yang sudah ada
maupun baru akan ada, dapat menjadi jaminan daklomasan hutang-
hutangnya. Ini berarti bahwa apapun yang menjagekolaminan kredit
apakah itu berupa barang bergerak ataupun tidek,gbjek jaminan tidak
dapat melunasi keseluruhan hutang debitur makaykekadebitur lainnya
dapat dijadikan jaminan pelunasan juga sehinggailapdebitur tidak dapat
melunasi hutangnya, maka secara otomatis selukdy&annya juga menjadi
jaminan. Hal ini akan menjadi hambatan apabila lobj@minan pada
kenyataannya seperti apa yang sudah dijabarkanhzsdbatan no.1 ditambah
lagi apabila debitur sudah tidak memiliki harta &g&an lainnya untuk
melunasi hutangnya.

c. Faktor Penghambat Bagi Bank Pemerintah

1. Masih banyak opini yang tidak sejalan mengatakamvbadengan adanya
kredit macet yang mungkin tidak dapat dikembalilsmeara penuh (sesuai
harga) oleh debitur akan merugikan bagi Bank Pertadriselaku Perusahaan
Negara, juga turut merugikan keuangan Negara. leklasus yang terjadi
pada Bank Mandiri beberapa waktu lalu telah terjddimana Bank Mandiri
melakukan haircut terhadap kredit macetnya tapi justru dikatakarahtel
merugikan negara karena dianggap tidak sesuai dedgh No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahurd 2@dtang

Perbendaharaan Negara yang berujung pada vonisgpidaenimbulkan



banyaknya anggapan bahwa keleluasaan yang dibeHARamo. 33 Tahun
2006 tidak dapat direalisasikan secara penuh. Bank- pemerintah takut
untuk melakukan keputusan RUPS dalam melakukan tosmmgan pokok
kredit dan tunggakan pokok kredit. Selain itu aéabpnturan hukum yang
masih terjadi antara UU No. 49 Tahun 1960 tentddBN di mana perannya
sebagai peraturan perundang-undangan yang lebggituari PP No. 33
Tahun 2006 masih menunjuk piutang Bank Pemerintdhlah Piutang
Negard®. Dapat dimaklumi kalau bank-bank pemerintah tampakbelum
akan berani memanfaatkan ketentuan-ketentuan tergel?P No. 33 Tahun
2006 karena PP ini tidak mengatur penjelasan seajsara bank pemerintah
boleh Dbertindak, apakah itu berkaitan dengan bgaahaircut ataupun
ketentuan yang mengikutrrite off dari piutang perusahaan negara, sehingga
bank pemerintah juga semakin mempertanyakan kskedumya dalam
mewenangi penyelesaian kredit bermasalah. Bank na&ade sendiri tidak
dapat menentukan kebebasannya sendiri, apalagk detiturnya. Dari sini
debitur jJuga merasa bahwa aturan mengenai penigtekeedit macet perlu
diperbaiki karena dikhawatirkan akan berpotensighancurkan usaha mikro
kecil dan menengah, yang diperparah dengan kenakén bunga yang
cenderung ting§?.

2. Menurut debitut* di saat objek jaminan dalam penyelesaian kreditetmya
mencapai tahap pelelangan. Sejak adanya PP Noal@nT2006, jika lelang
harus merupakan hasil putusan dari Pengadilan NeHepailitan atau

Arbitrase maka biaya administrasi pengadilan terspbsti akan dibebankan

“2 Sut, "Berpotensi Mengubur Usaha Kecil dan Menehg2®07, www.hukumonline.com, 2 Oktober 2010
3 Inu, "HIPMI Minta Aturan Kredit Macet Bank BUMN Diperbilk2010, Google, 2 Oktober 2010

4 Debitur berinisial (YG) pemilik KPR BTN Malang ygrsempat mengalami kredit bermasalah dan (HN)
pemilik kredit usaha kecil menengah Mandiri Malang



pada debitur. Biaya administrasi melalui ketigadyasakan jauh lebih mahal
dibandingkan melalui PUPN/DJKN apalagi kedudukansghagai debitur
inilah yang memberatkan mereka pada pembayarana badministrasi
pengadilan dan lelang yang dibebankan pada dehiike penyelesaian
melalui PUPN/DJKN, mulai dari tahap awal hinggackrenacet benar-benar
selesai akan tetap ditangani oleh mereka dan defatoya harus membayar
sebesar 1%-10% ketika lelang selesai dan huta@glun

3. Pembentukan PP No. 33 Tahun 2006 sesungguhnyatidi&ngan adanya
pembentukan Komite Pengawas Penyelesaian kreditetmgaversight
Committe/OQ. Ada kendala yang dihadapi atas pera@&hini di antaranya
adalah di saat tahap restrukturisasi sudah dirasaleksimal dilakukan oleh
bank pemerintah dengan RUPS serta segala macakarangrosesnya, akan
tiba saatnya bank pemerintah memutuskan untuk amglebbjek jaminan
kreditnya. OC dianggap oleh bank-bank pemerintah tidak cakap tothak
serius dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim mangosialisasikan PP
No. 33 Tahun 2006 dan menjadi tim yang membantwlitas dalam
menyelesaikan kredit bermasalah dan macet padagerb pemerintdf

4. Tidak semua Bank Pemerintah memiliki Sumber Dayalda atau tim yang
memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyelasaleedit macet
apalagi sebelumnya Bank Milik Pemerintah terbiasagdn menyerahkan
berkas kasus kredit macet kepada PUPN/DJKN/KPKN#lai§ itu, tidak
semua Bank Pemerintah sudah cukup siap untuk mdmigatih sendiri

penyelesaian kasus kredit macetnya. Banyak diaB@an& Milik Pemerintah

* Inu, "HIPMI Minta Aturan Kredit Macet Bank BUMN Diperbilk2010, Google, 2 Oktober 2010



pada akhirnya masih mengutamakan penyelesaian unetsngadilan,

arbitrase, maupun kepailitan yang akan berakhiapaldng kekayaan debitur.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa PP No. 33nT20806 tidak dapat
dilaksanakan secara baik dilihat dari segi DIKNhlBBRemerintah, maupun Debitur.
Keberadaan PP No0.33 Tahun 2006 ini terlalu dipaksakpalagi mengingat bahwa
isi PP No. 33 Tahun 2006 sendiri yang dapat dikatadebagai perintah yang tidak
jelas, tidak secara tegas melarang bank pemeriatebk menyelesaikan kredit
macetnya ke PUPN/DJKN, tidak ada peraturan pelak&arutan yang menjelaskan
mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian Rraddt bank pemerintah pasca
berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 tersebut, perbemtaturan hukum yang terkait,
serta pelaksanaan yang tidak sesuai pada kenygtaanmana PP No. 33 Tahun
2006 tidak dapat dijadikan payung hukum untuk meplean restrukturisasi dalam
memberikan potongan-potongan terhadap harga pdiamigupotongan angsuran dan

denda utangh@ircut/write ofj.

1. Faktor Pendukung
a. Pendukung Internal DJKN

Faktor pendukung agar penyelesaian kredit maceatddifaksanakan berasal
dari internal DJKN. DJKN memiliki beberapa keungguldidalamnya. DJKN telah
menjadi spesialis dalam menyelesaikan kredit mgegily memang telah sesuai
dengan perannya sebagai PUPN sejak tahun 1960-amgga sebenarnya
menyelesaikan kredit macet bukanlah hal baru ba@#iND Kelebihan tersebut
diantaranya adalah:

1. Ketersediaan tenaga ahli di lingkungan DJKN



a. tim taksasi
Di dalam sistem DJKN sudah memiliki bagian-bagiarseéndiri untuk
melaksanakan tugas untuk menerima, memeriksa, daryetesaikan kredit
macet Bank pemerintah yang berupa KPKNL yang tetldt berbagai daerah.
Apalagi mereka memang sudah terbiasa dengan tegastisdemikian. Tim
taksasi ini memiliki kemampuan yang tidak dimiligieh Bank Pemerintah
karena orang-orang dari tim taksasi PUPN lebihdrggplaman.

b. Pelaksana lelang
Hingga saat ini, jika Bank Milik Pemerintah padaiakya memutuskan untuk
melakukan lelang tetap saja akan menggunakan jas& Dnelalui KPKNL
baik jasa kantornya maupun tenaga-tenaga ahlingautdma terhadap objek
jaminan tanah dari Hak Tanggungan maka lelang d#igasarkan pada pasal
6 UU Hak Tanggungan saja.

c. Instansi Pemerintah
Selain yang disebutkan di atas, DJKN dan KPKNL th@rdangsung di bawah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehinggakupotongan pokok
kredit dan potongan tunggakan angsuran dan atadadgmite off/ hair cuj,
tetap memerlukan persetujuan Menteri Keuangan teghaindar dari tuduhan
pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

2. Aturan pelaksana penyelesaian kredit macet meRILUPN/DIJKN antara PP 14
2005 dan PP 33 2006 relatif sama sehingga tidakpadabahan yang terlalu
ekstrim dalam kinerja PUPN/DJKN maupun KPKNL. Dasakum yang menjadi
patokan penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKakih sama, seperti

sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 33 Tahun Rf@6&a perbedaannya



hanya terletak pada "Penyerahan Berkas” saja. Blsar pelaksanaannya antara
lain®®:
1. Tetap dilaksanakan berdasarkan UU No. 49 Prp Tdl&0
tentang Panitia Urusan Piutang Negara
2. Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Cata
Penghapusan Piutang Negara yang menyatakan peaigeles
BKPN outstandingtetap dilaksanakan berdasarkan PP No. 14
Tahun 2005.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2007 rignta
Pengurusan Piutang Negara
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. -PER
01/KN/2008 tentang petunjuk teknis pengurusan pmita
negara.

3. Di saat objek jaminan dalam penyelesaian kredit ettg@ mencapai tahap
pelelangan maka akan terlihat bahwa melalui PUPKINDBiayanya akan lebih
murah dibandingkan melalui lembaga peradilan |&8ejak adanya PP No. 33
Tahun 2006, jika proses lelang harus merupakarl pagisan dari pengadilan.
Berhubung PUPN/DJKN sudah tidak mengurusi kasuditkreacet baru, maka
penyelesaian jika didasarkan pada putusan PengaNimeri, Kepailitan atau
Arbitrase. Biaya administrasi melalui ketiganyaadakan jauh lebih mahal
dibandingkan melalui PUPN/DJKN apalagi kedudukansgbagai debitur inilah
yang memberatkan mereka pada pembayaran biaya iattasn pengadilan dan
lelang yang dibebankan pada debitur. Jika penyelesaelalui PUPN/DJKN,

mulai dari tahap awal hingga kredit macet benamberlesai akan tetap ditangani

“® Hasil Wawancara dengan Ibu Evisari, Kepala SeRsIKN Kanwil X, 11-13 Oktober 2010



oleh mereka dan debitur hanya harus membayar seb&sd0% ketika lelang
selesai dan hutang lunas.

4. PUPN/DJKN dapat melakukan penghapusan piutang aklgerah perbankan
tanpa harus mengkhawatirkan adanya perbenturamhtdkait dengan sulitnya
pelaksanaan upaya restrukturisasi mencakup melakpg@®ngan terhadap harga
pokok kredit dan tunggakan harga angsuran sertdadenedit seperti yang terjadi
jika dilakukan sendiri oleh bank pemerintah dan yedabkan anggapan
merugikan negara. Penghapusan ini dapat dilakukaigath syarat hanya dapat
dilakukan pada piutang-piutang itu telah diurusasgoptimal oleh PUPN dengan
menunjukkan penerbitan surat Piutang Negara SenaeB&lum Dapat Ditagih

(PSBDT).

D. Upaya yang Dilakukan PUPN/DJKN dalam Mengatas Hambatan M elaksanakan
Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal || PP No. 33
Tahun 2006
|.  Upaya PUPN/DJKN

Pelaksanaan Pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 yangkdudaadalah di mana
PUPN/DJKN masih berwenang untuk menyelesaikan kastsankan pemerintah yang
lama yakni BKPNoutstanding PUPN/DJKN masih berkewajiban untuk menuntaskan
tugas dalam mengurusi piutang negara perbankaKasus-kasusutstandingni tidak
segera selesai sejak 4 tahun lalu maka dengan etelip merasa perlu untuk
menjabarkan upaya yang dipakai PUPN/DJKN saatUpaya-upaya itu antara lain
dapat berupa upaya hukum seperti peradilan, pemdd&@PN, dan penghapusan

piutand”:

" Hasil Wawancara dengan Ibu Evisari, Kepala SekRsIKN Kanwil X, 11 Oktober 2010



1. PUPN/DJKN tetap mengusahakan upaya penyelesaidit kiggk secara non
litigasi/ litigasi dan non eksekusi/ eksekusi, yiakn
a. Upaya Non Litigasi:
Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilampgtamelalui
proses peradilan). Upaya non litigasi yang ditemplégh bank
milik pemerintah, yang mengutamakan tawar-menawar
kesepakatan debitur.
b. Upaya Litigasi:
Restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet yditekukan
melalui jalur peradilan.
c. Upaya non eksekusi:
Tetap menciptakan kesempatan bagi debitur agart daganasi
hutang-hutangnya tanpa menjual/melelang barang ngmi
maupun harta kekayaan lain milik debitur
d. Upaya eksekusi:
Biasanya eksekusi dilakukan karena debitur tidakikad baik,
terjadi force majeuy debitur tidak memiliki harta lain, usaha
debitur tidak berjalan baik danlebih mudah jikaakiilkan lelang
melalui KPKNL.
2. Pemetaan BKPN
PUPN/DJKN kini mulai menfokuskan diri kepada peegaian kredit macet
yang BKPN Bank Pemerintah yang telah diterima sebdhnggal 6 Oktober
2006, sebelum berlakunya PP No. 33 Tahun 2006hS&at upayanya saat
ini adalah dengan dilakukannya Pemetaan BKPN. RemeBKPN ini

dimaksudkan untuk mencari akar masalah mengapdmasyak kasus kredit



macet yang belum terselesaikan di tingkat PUPN [B3KN bahkan kasus

sejak tahun 1988 pun masih ada.

Suatu kasus kredit macet sulit untuk diselesaikaara tuntas, diantaranya karena:

a. Ternyata biaya lelang lebih besar daripada hjargaan/ lelangnya,

b. Barang jaminan ternyata tidak ada, atau

c. Lelang sudah dilaksanakan tapi tidak laku-laku

Pemetaan BKPN dilakukan dengan cara antara lasgséberikut:

a. Piutang Negara di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga jupaah), apakah kredit
akan diputinkan apabila ternyata tidak laku dilglaatau dikembalikan
kepada Bank Pemerintah. PUPN dan DJKN merencanaiawa kasus
akan dikembalikan kepada Bank Pemerintah sehingggetesaian kredit
macetnya akan diselesaikan dengan kebijakan int&a@k Pemerintah
yang bersangkutan.

b. Piutang Negara di atas Rp. 3.000.000,- (tiga jupgah), maka akan diurus
sampai kredit dapat dilunasi atau dengan pelunsszara lelang.

c. Piutang Negara yang berperkara di Pengadilan

d. Piutang Negara yang sudah lama dikategorikan sel&igtang untuk
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau biasebditoutstanding
case yang dalam waktu 30 tahun kemudian belum dapsgleBaikan
maka akan menjadi berkas mati

Pihak PUPN dan DJKN, secara internal menargetkémkunenyelesaikan kasus
kredit macet minimal 10% dari keseluruhan Piutamgjuki Sementara Belum

Dapat Ditagih (PSBDT) ataautstanding caspiutang negara setiap tahunnya.



3. PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negarafdaeiengan
ketentuan PP No. 14 Tahun 2005 sebagai béfikut
a. Untuk piutang instansi pusat, usulan diajukan MefREnpinan
Lembaga kepada:
1. Menteri Keuangan melalui DJKN untuk jumlah sampai
dengan Rp. 10.000.000.000 per debitur
2. Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlah
lebih dari Rp. 10.000.000.000-Rp. 100.000.000.060 p
debitur
3. Presiden RI persetujuan DPR-RI melalui Menteri
Keuangan untuk jumlah lebih dari -Rp.
100.000.000.000 per debitur
b. Untuk piutang instansi daerah, usulan diajukan b¢jedPengelola
Keuangan Daerah dengan pertimbangan Kantor WilaldiiKN
kepada:
1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan
Rp. 5.000.000.000 per debitur
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD
untuk jumlah hutang lebih dari Rp.5.000.000.000 per
debitur
[I. Upaya Bank Pemerintah
Untuk sementara, bank-bank pemerintah tidak mekakyotongan harga pokok
kredit, tunggakan angsuran dan denda dalam jumkgarb Selain itu bank

pemerintah lebih gencar dalam melaksanakan restisaési (escheduling,

“8 Brosur Penghapusan Pitang Negara/Daerah DJKN, 2010



reconditioning dan restructuring yang lebih bertujuan untuk membangun
kemauan dan kemampuan debitur agar dapat meluni@sighdan meminimalkan

perlakuan potongan harga pokok kredit, tunggakaswman dan denda

9 Hasil wawancara dengan Bapak Benny Budi Anggazgal Officer PT Bank BTN Malang, 18 November
2010



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 membatasi ruang uipgriutang bank milik
pemerintah yang dulunya disebut sebagai piutangraegan saat ini disebut sebagai
piutang perusahaan negara. Hal ini mengakibatkaatusyrioritas dalam hal
penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN beralénjadi melalui internal Bank
Pemerintah yang didasarkan pada keputusan RUP§optenalan tahap restrukturisasi
setiap Bank Milik Pemerintah dapat berbeda-beda padanya dan dari segi teknisnya,
namun prinsipnya tetap sama, sedangkan PUPN/DJKNhkinya menangani BKPN
perbankan lama yang tepatnya adalah menuntaskama$Bdfasus Piutang Negara
(BKPN) berstatusutstandingdi tingkat PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006
berlaku sejak 4 tahun lalu hingga saat ini.

2. Adapun faktor-faktor penghambat DJKN secara intemaupun eksternal dalam
melaksanakan Pasal Il PP No. 33 Tahun 2006 yaknyetesaikan kasusutstanding
antara lain penghambat internal, penghambat eldiedan penghambat bagi bank
pemerintah sendiri sebagai perbandingan penyetesdia sisi lain ada faktor-faktor
pendukung yakni secara internal PUPN/DJKN yandhlebiggul dari bank pemerintah.

3. Upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi [aamb melaksanakan
pengurusan piutang Bank Pemerintah pasca berlakpasal || PP No. 33 Tahun 2006
meliputi upaya non litigasi/ litigasi dan non eksskK eksekusi, Pemetaan BKPN,
PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negarafdamngan ketentuan PP No.

14 Tahun 2005, dan bagi bank pemerintah lebih gemtzdam melaksanakan



restrukturisasi rescheduling, reconditioningdanrestructuring yang lebih bertujuan
untuk membangun kemauan dan kemampuan debitudagat melunasi hutang.

. Saran

. Kepada Pemerintah:

Tidak ada manusia yang sempurna untuk membentuk stiaran hukum, untuk itu
alangkah baiknya apabila terhadap PP No. 33 Tal2@® 2intuk dikaji ulang dan
disesuaikan dengan peraturan perundang-undanganlg@mmya atau setidaknya ada
peraturan pelaksana tambahan dimana di dalamnya mencakup aturan untuk
membatasi waktu dan memberikan solusi penyelesdiarDJKN agar PSBDT
(outstanding dapat segera diselesaikan, serta aturan sejauma im@nk pemerintah
dapat melakukanwrite off maupun haircut Saran ini penting agar tidak terjadi
perbenturan hukum lagi dalam pelaksaniaaincut maupun penghapusan piutang, serta
agar PSBDT dutstanding yang memiliki masa tunggu 30 tahun itu tidak &ed-larut
dan tidak ada lagi predikat bagi perbankan penadridi mana terjadi bank pemerintah
yang merugikan keuangan negara . Saran ini dapaefarmkan dengan mewujudkan
sosialisasi PP No. 33 Tahun 2006 terhadap masyarstain itu jika pada PP No. 33
Tahun 2006 diikuti dengan pembentukan pembentul@nite Pengawas Penyelesaian
kredit macet Qversight Committe/OCmaka komite ini sebaiknya dipertegas tugas dan
fungsinya serta dimaksimalkan kinerjanya.

. Kepada Pemerintah dan Bank Milik Pemerintah:

Apabila akan lebih baik jika PP No. 33 Tahun 2006tidak perlu dipakai lagi karena
masih banyaknya tumpang tindih dalam pelaksanaaarathukum dan dasar hukum
yang dipakai masih berbeda bagi setiap instansanSai perlu karena sebenarnya jika

pelaksanaan penyelesaian kredit macet tetap diakaa melalui PUPN/DJKN maka



juga turut akan mempermudah dalam melakukan persgawanengenai jalannya

perkreditan dan menilai kesehatan bank kepada freat®an secara langsung.
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